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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif a tidak dilambangkan 
ب ba b bc 
ت ta t tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
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ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ھ ha h ha 
ء hamzah „ apostrof 
ي ya y ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 اَا fathah a a 
 اِا kasrah i i 
 اُا ḍammah u u 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 اَي fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 اَو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  اَ يْ اَ  : kaifa 
  اَل يْىاَھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf Nama 
Huruf dan 
Tanda Nama 
...اَا |ياَ ...  
Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ي 
Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 اُو 
Dammah dan wau u u dan garis di 
atas 
Contoh  
 اَت اَي: mata 
ًاَي اَر : rama 
 يْميْ اِ  : qila 
 اُت يْى ًاُ اَ  : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
xiii 
 
dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
 اِل اَ يْطاَ يْا اُ اَ اَو اَر : raudal al-at fal 
 اُ اَه اِ   اَلنيْا اُ اَُيْ  اِ ًاَ يْناَا : al-madinah al-fadilah 
 ًاَ يْك اِحيْناَا        : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
 اَ َُّب اَر: rabbana 
 اَُيْ َّجاََ: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 
tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh: 
 اُ اَل اَ يْهاَليْناَا: al-falsafah 
 اُداَ اِ يْناَا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
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tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
 اُت يْ اِياُ  : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌاَ يْو اُ اُييْ اَ : ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 ءٌء يْ اَ : syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah 
lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 
dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (  الَّله  ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 َّ  ٍاُ يْ اِد Dinullah اِ ههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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Contoh: 
 يْىاُھ   َّ  اِ ًاَ يْ اَر يْ اِ Hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
      Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
NAMA : NURFADILLAH SAPUTRI SA 
NIM : 10100115047 
JUDUL SKRIPSI     : PANDANGAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP 
TRADISI MANRE DEWATA PADA PROSES PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI 
KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDRAP 
 
Permasalahan dalam penelitian ini, terletak pada tiga titik bahasan, yaitu 
: proses tradisi Manre Dewata pada pernikahan adat bugis, Kedua; pandangan 
masyarakat islam terhadap tradisi Manre Dewata pada pernikahan adat bugis, 
Ketiga; pandangan hukum islam terhadap tradisi Manre Dewata pada proses 
pernikahan adat bugis.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 
research  kualitatif deskriptif atau suatu penelitian yang dilakukan secara 
langsung di lapangan atau di lokasi penelitian dengan objek yang akan diteliti. 
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
syar’i, yuridis, dan sosiologis. Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan yang 
menelusuri pendekatan syari’at islam seperti Al-qur’an dan Hadits yang relevan 
dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang 
digunakan untuk mengkaji masalah berdasarkan ketentuan yang berada di 
dalam Undang-undang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut 
mengacu Undang-undang Dasar NKRI 1945 sebagai dasar hukum yang 
berlaku. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang fokus pada struktur 
sosial yang berjalan dalam masyarakat. Ada dua media pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu: wawancara dan dokumentasi, sedangkan 
metode pengolahan data melalui beberapa tahapan hingga menghasilkan data 
yang akurat, yaitu: identifikasi, reduksi, editing.  
Data yang diperoleh peneliti dari berbagai informan memiliki dua 
persepsi, yaitu: pro terhadap tradisi Manre Dewata yaitu dari kalangan 
masyarakat Islam Tradisional dan kontra terhadap Manre Dewata yaitu 
masyarakat Salaf. Masyarakat tetap menjalankan tradisi tersebut beralasan agar 
kemaslahatan kedua mempelai di hari kemudian terjamin dan terbentuk 
keluarga yang harmonis. Adapun yang kontra, mempertahankan tekstualitas 
ajaran agama, tradisi tersebut adalah bid’ah menurut mereka. Tradisi ini dapat 
ditoleransi dengan dalih bahwa tidak ada pertentangan dengan nash, dan 
mengacu pada kaidah fiqh tradisi dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.  
Bagi masyarakat, hendaknya berupaya mempertahankan tradisi Manre 
Dewata sebagai salah satu jalan atau cara menghidupkan norma-norma 
keagamaan dan lebih memahami relasi antara ajaran agama dengan tradisi-tradisi 
dalam perkawinan dan perkembangan sosial yang selalu berubah. Dan adapun 
bagi tokoh masyarakat/tokoh adat dan tokoh agama, hendaknya lebih peka 
terhadap gejala-gejala sosial yang timbul dalam masyarakat mengenai tradisi-
tradisi perkawinan yang berjalan di masyarakat agar masyarakat terarah dan 
terhindar dari penyimpangan ajaran agama.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Eksistensi manusia hingga saat ini berawal dari diturunkannya Adam 
sebagai manusia pertama di muka bumi ini yang kemudian diturunkanya pula 
Hawa sebagai pasangan dari Adam yang selanjutnya menghasilkan keturunan-
keturunannya.  
Hakikat manusia yaitu melangsungkan kehidupannya secara terus-menerus 
yang kemudian menghasilkan keturunan dari generasi kegenerasi. Maka dengan 
hakikat tersebut manusia hidup berpasang-pasangan yang kemudian membentuk 
suatu keluarga. 
Salah satu yang membedakan manusia dengan mahluk lainnya adalah 
tahapan penyatuan untuk menghasilkan keturunannya yang disebut sebagai 
pernikahan. Hal ini dikarenakan manusia adalah mahluk paling mulia yang 
diciptakan-Nya, sebab manusia selain memilki nafsu manusia juga dilengkapi 
dengan akal pikiran sehingga layaknyalah manusia melakukan perkawinan secara 
beradab.  
Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur tentang 
perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam UU Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1), 
“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah”, maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga 
negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah, maksud perkawinan yang sah yaitu 
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perkawinan yang menurut hukum tercatat dalam KUA, jika tidak maka 
perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum dan hak-hak sebagai warga negara 
Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka seluruh anggota keluarga 
tersebut dijamin hukumnya oleh Negara.  
Indonesia adalah negara yang terbentuk oleh ribuan pulau yang tentunya 
pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah tersebut. Sebagaimana 
diketahui, di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal masyarakat umum, 
antara lain suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Bugis dan masih banyak 
lagi. Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya, dan tiap budaya dan tradisi 
tentu ada masyarakatnya. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma 
kebiasaan, adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan 
sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak 
tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah 
kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah tekait kepada 
peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.  
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan adat istiadat tersebut 
mempunyai bermacam-macam upacara Pernikahan. Adat pernikahan yang 
bermacam-macam tersebut menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat 
yang berbeda-beda yang dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia. 
Pernikahan merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan 
pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal 
mempertahankan dan melestarikan keturunan. Dalam Islam, pernikahan 
merupakan sunnah Rasulullah saw, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan 
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dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama 
sekali tidak diinginkan oleh agama. 
 
Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita 
menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing 
masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik 
sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Perkawinan merupakan suatu 
perintah syara’ yang telah di anjurkan oleh Allah swt. sebagaimana firman-Nya 
dalam Q.S. Ar-Rum/30 : 211 
                           
                  
Terjemahnya:  
“Dan di antara tanda-tanda Yang membuktikan kekuasaannya dan 
rahmatNya, bahwa ia menciptakan untuk kamu (Wahai kaum lelaki), isteri-
isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra 
dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih 
sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya Yang demikian itu mengandungi 
keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang 
Yang berfikir.” 
 
Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan  
perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka  
berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut 
                                                             
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-quran, Jakarta: Dharma karsa 
utama, 2015, h. 100. 
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UU Perkawinan)2, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan  
tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu  
perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama  
dan kepercayaan yang dianutnya.3 
Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu 
dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-
macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian 
dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.4 
Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan  
sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada  
hukum agama dan hukum adat masing-masing. 
Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari 
pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan,  
kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 
Disamping hal tersebut, pada saat itu dikenal pula yang namanya “perkawinan  
campuran” yaitu perkawinan campuran antar golongan, perkawinan campuran  
antar tempat dan perkawinan campuran antar agama. Saat ini yang dimaksud  
perkawinan campuran hanyalah untuk perkawinan internasional. 
Setelah berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam  
perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat  
                                                             
2
 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1,TLN  
3019). 
3
 Abdurrahman, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung: Alumni, 
1978)  h. 9 
4
 Subekti,  Hukum Keluarga dan Hukum Waris ( Bandung: PT.Intermasa, 2002)  h. 1.   
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erat dengan agama/kerohanian. Pengaturan hukum tentang perkawinan telah  
berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara 
harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan 
yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut  
hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. 
Masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai  
hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian. Perkawinan bukan saja  
mempunyai unsur lahiriah/jasmani tetapi juga unsur rohani yang mempunyai 
peranan penting. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan “Tidak hanya sebagai  
ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan”5 
Keberagaman suku bangsa dan adat istiadat di Indonesia juga berpengaruh 
pada sistem pernikahan dalam masyarakat. Misalnya pada masyarakat bugis di 
Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, provinsi Sulawesi-selatan terdapat 
tradisi yang biasa disebut dengan Manre dewata. Manre dewata adalah sebuah 
tradisi yang mana, tradisi tersebut  masih banyak masyarakat yang 
mengerjakannya khusunya masyarakat bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten 
Sidrap. Tradisi Manre dewata ini adalah salah satu dari sekian banyaknya 
rangkaian tradisi yang dilakukan masyarakat bugis sebelum melangsungkan 
perkawinan. 
 Adapun Manre dewata ini dilakukan pada saat tudang penni (malam hari) 
yang mana calon pengantin dibawa masuk ke dalam kamar yang sebelumnya telah 
disiapkan makanan yang akan diberi kepada calon pengantin. Sebelum makanan 
                                                             
5
 Hilman Hadikusuma,  Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung, Mandar Maju, 2007) 
h.7.   
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tersebut diberikan, terlebih dahulu seorang sanro (dukun bugis) akan membaca-
bacai (Mantra bugis) makanan tersebut lalu menyuapan kepada calon pengantin. 
Adapun  makanan tersebut diantaranya berupa sokko, loka panasa (Pisang 
Ambon), telur ayam serta masih banyak lagi lauk lainnya. Yang mana dari setiap 
makanan tersebut menurut kepercayaan masyarakat bugis memiliki makna bisa 
menjadi tolak-bala agar acara pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar. 
Paparan diatas memberikam inspirasi kepada penulis untuk melakukan  
serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya  
ilmiah. PANDANGAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP TRADISI 
MANRE DEWATA PADA PROSES PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI 
KECAMATAN DUA PITUE KABUPATEN SIDRAP. Mengingat perkawinan 
tidak  hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat 
juga  cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial  
tersebut, maka peneliti hendak mengetahui persepsi atau tanggapan masyarakat  
Islam setempat terkait tradisi manre dewata. 
B. Fokus penelitian dan diskripsi focus 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dan agar tidak menimbulkan 
kekeliruan dalam menginterprestasikannya, maka penulisan memberikan batasan 
judul atau penegasan sebagai berikut : 
1. Masyarakat Islam, adalah masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh 
norma-norma Islam, satu-satunya agama Allah. Masyarakat yang secara 
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kolektif atau orang perorangan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam 
meniti sirotul mustaqim. 
2. Pernikahan, adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau 
dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan 
perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. 
Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi 
suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.6 
Sementara itu, menurut Imam Syafi’i pengertian nikah adalah:7 
Artinya : “adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap 
wath’i  dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz 
yang semakna dengan keduanya.” 
3. Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau 
dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan.8  
4. Tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa 
Arab yang terdiri dari unsur huruf wa-ra-tsa, yang dalam kamus klasik 
disepadankan dengan kata irts, wirts, dan mirats. Semuanya berasal dari 
bentuk masdar (verbal noun) yang mempunyai arti segala yang diwarisi 
manusia dari orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat dan 
keningratan.  
                                                             
6
  https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan. Diakses pada tanggal 05/01/2019   
7
  Jalaluddin al-Mahalli, al-Mahalli, juz III,  Nur Asia, Jakarta, tt, hlm. 206 
8
 Deperteman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 (Cet. II; 
Jakarta:Balai Pustaka, 2002) 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tradisi adalah merupakan 
adat kebiasaan terun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan 
dalam masyarakat. 
5. Manre dewata adalah tradisi yang dilakukan pada proses pernikahan adat 
bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap yaitu yang dilakukan 
setelah tudang penni, dimana calon pengantin diberikan makanan dalam 
satu baki’ berupa sokko’ yang diberikan telur ayam ditengahnya, dupa’ 
dan loka panasa (Pisang Ambon). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan sub 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosesi tradisi Manre dewata  pada pernikahan adat bugis di 
Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap ? 
2. Bagaimana pandangan Masyarakat Islam terhadap tradisi Manre dewata 
pada pernikahan adat bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap? 
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Manre Dewata pada 
pernikahan adat bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap? 
D.  Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai “Pandangan Masyarakat Islam 
Terhadap Tradisi Manre dewata Pada Proses Pernikahan Adat Bugis Di 
Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap.” peneliti menemukan buku yang 
berkaitan dan menjadi pedoman dalam penilitian ini, diantaranya : 
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1. Hukum Islam oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. buku ini membahas 
tentang Islam, hukum Islam, sumber asas-asas hukum Islam, sejarah 
pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, dan hukum Islam Indonesia. 
Kelebihan dari buku ini  adalah buku yang sangat terperinci tentang hukum 
Islam, baik sumber , asas maupun sejarah dan perkembangannya terutama di 
Indonesia, tapi keterbatasan dari buku ini adalah kurangnya pembahasan 
mengenai hukum  Islam contohnya tidak membahas mengenai hukum adat 
padahal hukum Islam yang berkembang di Indonesia ada yang sejalan dan 
ada juga yang bertentangan dengan hukum adat, sementara penduduk 
Indonesia yang mayoritas berpendudukan Islam namun masih memegang 
teguh hukum adat yang turun temurun. 
2. Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan implementasi hukum di  
Indonesia) oleh Ilham Basri, SH. M.Pd tentang sistem  norma, hukum 
Indonesia sebagai sistem norma yang berlaku Indonesia, sumber hukum 
Indonesia, system hukum di Indonesia yang didalamnya di bahas mengenai 
hukum kepidanaan, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum 
Internasional, hukum Agraria, hukum adat dan terakhir adalah hukum, 
perubahan, dan penegakannya. Kelebihan buku ini adalah pembahasan yang 
cukup luas tetntang hukum yang ada di Indonesia bahkan juga membahasa 
tentang hukum Internasional tapi terbatas pada hukum di Indonesia saja, tapi 
tidak membahas hukum Islam yang menjurus ke keperdataan yang 
notabenehnya berlaku di Indonesia di lingkup pengadilan Agama, buku ini 
hanya membahas keperdataan dalam lingkup pengadilan Negeri.  
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3. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam 
dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI oleh Dr. H. Amiur Nuruddin, MA 
dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag. Buku ini membahas tentang 
perkembangan dan pergeseran konseptual hukum Islam, selain itu buku ini 
juga menyajikan sebuah studi serius tantang tema inti hukum perdata yaitu 
perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, pembatalan perkawinan hingga 
hak dan kewajiban suami istri yang dikemas dalam analis kritis dan 
komparatif terhadap fikih, UU No. 1/1974 hingga Kompilasi Hukum Islam 
Indonesia. 
4. Fiqh Munakahat oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. 
Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas. Buku ini membahas tentang seluk beluk 
pernikahan dalam Islam, Peminangan, syarat dan rukun nikah, mahar dan 
Kafa’ah (persamaan) dalam pernikahan Islam, keharaman terjadihnya 
pernikahan, batalnya pernikahan, hak dan kewajiban suami Istri, Perwalian, 
perceraian (Talak) dan akibatnya, serta, Masalah iddah dan rujuk serta dalil-
dalil dan ijtihad para fuqaha’ (ahli fiqh). Karena untuk membahas lebih 
lanjut penelitian ini terlebih dahulu perlu dipahami perkawinan dalam Islam 
khususnya mengenai prosesi pelaksanaanya. Kelebihan dari buku ini yang 
kemudian penulis mengambil sebagai bahan referensi dalam penyusunan 
karya ilmiah ini adalah pembahasan uang lebih tentang hukum Islam 
Khususnya di bidang perkawinan dan rincian dari pernikahan sangat mudah 
untuk dipahami, namum terbatas pada pembahasan yang lebih luas 
mengenai pernikahan Adat, buku ini tidak banyak menjelaskan pernikahan 
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diluar dari pernikahan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan bagaimana 
kemudian penerapan dari hukum Islam tersebut. 
5. Ginanjar Prayoga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ Dalam 
Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk 
Betung Timur). Skripsi ini membahas pelaksanaan Doi’ Menre’ (uang 
hantaran) dalam perkawinan adat bugis di Kelurahan Kotakarang 
Kecamatan Teluk Betung Timur dan Tinjauan Hukum Islam terhadap 
pelaksanaan Doi’ Menre’ (uang hantaran).9Sedangkan dalam skripsi ini 
membahasa tentang tradsi yang berbeda dari skripsi yang atas yaitu tradisi 
Manre Dewata. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses Manre dewata di Kecamatan Dua Pitue 
Kabupaten Sidrap. 
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Islam tentang tradisi Manre 
dewata pada pernikahan adat bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten 
Sidrap. 
                                                             
9
 Ginanjar Prayoga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ Dalam Perkawinan 
Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur). Skripsi (Lampung: 
Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016). 
12 
 
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tradisi Manre 
dewata pada pernikahan adat bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten 
Sidrap. 
b. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Secara Teoritis 
1. Menambah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu- ilmu hukum 
Islam khusunya yang terkait dengan masalah pernikahan adat. 
2. Dapat digunakan sebagai landasan peneliti selanjutnya di masa akan 
datang atau sebagai kajian pustaka. 
2) Kegunaan Praktis 
1. Untuk menambah wawasan tentang tradisi pernikahan adat Manre 
dewata.. 
2. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar mereka lebih 
memahami arti pentingnya sebuah adat pernikahan. 
3. Sebagai penamban ilmu bagi mahasiswa khususnya di fakultas syariah. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Hukum Islam 
1. Defenisi Hukum Islam 
Hukum berasal dari bahasa Arab اﻢﻜﺤﻟ  (al-hakam). Artinya norma atau 
kaidah yakni tolak ukur, patokan, pedoman, yakni dipergunakan untuk nilai tingka 
laku atau perbuatan manusia atau benda. Sedangkan Islam adalah sebuah ideology 
dan  keyakinan yang didalamnya telah diataur oleh Allah swt. Sebuah tata cara 
dalam  menghubungkan manusia dengan-Nya dan manusia dengan manusia 
lainnya. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam dan 
menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata hukum Islam 
adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat yang 
bersumber dari Allah swt. Melalui ajaran agama Islam namun ketika dilanggar 
maka sangsi sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan.1 
2. Ruang Lingkup Hukum Islam 
Jika kita bandingkan hukum Islam dengan muamalah ini dengan hukum 
Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum 
publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak 
membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena 
                                                             
1Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, pengantar ilmu hukum dan tatahukum islam di 
Indonesia ( Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2012), h. 43  
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menurut sistem. Itulah sebabnya dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua 
hukum itu.  
1. Hukum Perdata  
Hukum perdata Islam meliputi: 
a. Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya. 
b. Wiratsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta 
peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini 
disebut juga hukum faraidh. 
c. Muamalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan 
hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, 
sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak dan 
sebaginya. 
2. Hukum Publik 
Hukum publik Islam meliputi: 
a. Jinayah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan 
yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud (pidana 
berat) maupun dalam jarimah ta‟zir (pidana ringan). Yang dimaksud 
dengan jarimah adalah tindak pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan 
pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-
Quran dan as-sunnah (hudud jamaknya hadd, artinya batas). Jarimah 
ta‟zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman 
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hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya 
(ta‟zir artinya ajaran atau pelajaran). 
b. Al-Ahkam as-shulthaniyyah, membicarakan permasalahan yang 
berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, hak pemerintah 
pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya; 
c. Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan 
pemeluk agama lain dan negara lain. 
d. Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. 
3. Konsep Hukum Islam 
Hukum syara‟ menurut istilah para ahli ushul fikih adalah khithab 
syari‟ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik 
dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan.2 Dengan meninjau sisi 
pembentukan hukum, maka hukum dapat dikategorikan atas: 
a. Hukum akal 
b. Hukum syariat 
Para ulama mengategorikan bahwa hukum akal terdiri atas tiga 
klasifikasi. Klasifikasi ini sering dipakai dalam pembahasan ilmu kalam 
(tauhid) ketiga klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Wajib, yaitu sesuatu yang tidak terbayang dalam pandangan akal, 
bahwa sesuatu itu tidak wujud (tidak ada). 
                                                             
2Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, h. 142. 
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2) Mustahil, yaitu sesuatu yang menurut pandangan akal tidak 
mungkin/ tidak boleh terjadi. 
3) Ja’iz, yaitu sesuatu yang menurut pandangan akal bahwa itu boleh 
ada dan boleh tidak ada. 
Sementara itu, hukum syariat dalam pandangan para ulama terdiri 
atas tiga bagian: 
1) Wajib yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala 
dan apabila ditinggalkan akan memperoleh dosa. 
2) Sunnah yaitu sesuatu yang akan mendapat pahala apabila 
dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. 
3) Haram yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan akan berdosa dan 
apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. 
4) Makruh yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan 
apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. 
5) Mubah yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan 
apabila ditinggalkan tidak memperoleh pahala.3 
B. Hukum Adat 
Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya, maka 
mau tidak mau harus juga disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah 
dari hukum tersebut. Hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari suatu 
sudut tertentu, sama juga halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. 
Pernyataan tersebut mungkin agak berbeda dengan apa yang lazim dilakukan di 
                                                             
3Daud Zamzami, Pemikiran Ulama Dayah Aceh (Jakarta: Prenada, 2007), h. 6-7. 
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Indonesia dengan mengikuti tradisi Eropa Kontinental. Tradisi tersebut tertitik 
tolak pada pendirian, bahwa hukum merupakan suatu gejala yang berdiri dalam 
masyarakat. Hal ini bukan berarti, bahwa hukum secara tegas terpisah dari 
masyarakat maksudnya adalah bahwa hukum hendak dipelajari sebagai suatu 
gejala yang telah “dibersihkan” dari faktor-faktor lain. 
1. Pengertian Adat 
Kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. 
Pendapat lain menyatakan bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa Sansekerta 
“a” (berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”. Dengan 
demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial: artinya, adat 
menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.4 
2. Pengertian Hukum Adat 
Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. 
Sejak manusia itu diturunkan dari Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai 
hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak 
manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya 
menurut kebiasaan mereka. 
Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu 
mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku 
yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. 
Apabila kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan 
orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam 
                                                             
4
 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta:Rajawali, 1990), h. 83. 
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kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi. Kemudian apabila 
seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun 
kebiasaan itu menjadi “Adat” dari masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan 
masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu 
sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga 
menjadi “Hukum Adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus 
dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.5 
Menurut “Prof. Dr. Supomo S.H” dalam karangan beliau “Beberapa 
catatan mengenai kedudukan hukum adat” memberikan pengertian bahwa : 
“Hukum adat merupakan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam 
peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang 
meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh rakyat 
berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut 
mempunyai kekuatan hukum”.6 
Pendapat lain menurut “Prof. M.M. Djojodigoeno S.H” dalam buku 
“Asas-Asas Hukum Adat” hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber 
kepada peraturan-peraturan.7 
Beberapa pengertian di atas yang telah diberikan oleh para sarjana 
tersebut, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah 
sebagai suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan 
rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku 
manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak 
                                                             
5
 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Cet. V; Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti, 1995), h.1 
6Supomo, Bab-bab Tentang Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 14. 
7Djojodigoeno, Asas-Asas Hukum Adat (Yogyakarta: Yayasan Bandung Penerbit Gama, 
1958), h. 78. 
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tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat 
hukum (sanksi). 
3. Sejarah Hukum Adat 
Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi 
dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah 
ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga 
sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di 
tanah air. Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat 
Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-
hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua 
yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh 
masyarakat dan diakui oleh negara. 
1) Masa Hindia Belanda 
Berawal dari zaman penjajahan, hukum adat sangat kental di dalam diri 
tiap pribumi karena belum terbiasa dengan hukum barat yang telah ditetapkan 
oleh Belanda, maka dibuatlah sistem hukum pluralisme atau Indische 
Staatsregeling (IS) agar penduduk golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi 
dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing. 
Dalam Indische Staatsregeling, salah satu dasar hukum yang menjelaskan 
berlakunya hukum adat terdapat pada Pasal 131 ayat (2) huruf a menjelaskan 
hukum yang berlaku bagi golongan eropa, bahwa untuk hukum perdata materil 
bagi golongan Eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang Eropa pada 
asasnya hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda akan dipakai sebagai 
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pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan 
yang istimewa, dan juga pada Pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan hukum 
yang berlaku bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dan golongan Timur 
asing, yang pada intinya menjelaskan bagi golongan pribumi dan Timur asing 
berlaku hukum adat masing-masing dengan kemungkinan penyimpangan dalam 
hal: 
a. Kebutuhan masyarakat menghendakinya, maka akan ditundukkan pada 
perundang-undangan yang berlaku bagi golongan Eropa. 
b. Kebutuhan masyarakat menghendaki atau berdasarkan kepentingan 
umum, maka pembentuk ordonansi dapat mengadakan hukum yang 
berlaku bagi orang Indonesia dan Timur asing atau bagian-bagian 
tersendiri dari golongan itu, yang bukan hukum adat bukan pula hukum 
Eropa melainkan hukum yang diciptakan oleh Pembentuk UU sendiri. 
Jadi pada intinya, di masa Hindia Belanda terdapat delegasi kewenangan atau 
perintah untuk mengkodifikasikan hukum bagi pribumi dan Timur asing. 
2) Masa Penjajahan Jepang 
Pada masa penjajahan Jepang juga terdapat regulasi yang mengatur 
tentang hukum adat di Indonesia, yaitu pada Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942 yang 
menjelaskan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaanya, hukum dan UU 
dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tidak 
bertentangan dengan peraturan militer. 
Arti dari Pasal tersebut adalah hukum adat yang diatur pada saat masa 
penjajahan Jepang sama ketika pada masa Hindia Belanda, tetapi harus sesuai 
21 
 
dengan peraturan militer Jepang dan tidak boleh bertentangan. Pada hakikatnya, 
dasar yuridis berlakunya hukum adat pada masa penjajahan Jepang hanya 
merupakan ketentuan peralihan karena masanya yang pendek. 
3) Masa Pasca Kemerdekaan 
Dasar hukum berlakunya dan diakuinya hukum adat di Indonesia juga 
diatur setelah Indonesia merdeka. Contohnya pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 
1945 yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku 
selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini” menjelaskan bahwa dalam 
pembentukan regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas, maka 
dasar hukum sebelumnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum 
adat. 
Pada Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan 
mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala 
keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman 
menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang 
dijadikan dasar hukuman itu. 
4) Era Reformasi 
Di zaman modern, Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada 
Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut 
berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. ” Pasal tersebut telah membuktikan 
22 
 
bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada, dan diakui oleh 
pemerintah. 
Tidak hanya itu, dalam beberapa Undang-Undang juga mengatur 
keberlakuan hukum adat. Contoh dalam Undang-Undang Pokok Agraria, lebih 
tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air 
dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, 
dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum 
dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala 
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”8 
Dasar yuridis tersebutlah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat secara 
sah di Indonesia. 
Hukum adat adalah hukum yang yang harus diperjuangkan karena ia 
merupakan hukum tertua yang telah dimiliki Indonesia, dan juga karena Indonesia 
merupakan bangsa yang sangat kaya dengan keanekaragaman budaya, suku, dan 
ras, dan dengan hukum adat, maka segala kepentingan masyarakat adat dapat 
diayomi olehnya, untuk Indonesia yang lebih baik. 
Adapun ayat yang membahas tentang adat istiadat di dalam Q.S Al-A‟raf/7: 
1999 
                      
                                                             
8
 Bernhard limbong,  Hukum Agraria Nasional  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
2001),  h. 15 
9Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-quran, Jakarta: Dharma karsa 
utama, 2015, h. 100. 
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Terjemahnya: 
“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma'ruf,serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” 
 
Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw agar 
menyuruh ummatnya yang ma‟ruf. Maksud dari „urf dalam ayat di atas adalah 
tradisi yang baik. 
4. Dasar Hukum Adat 
Menurut Prof. Otje Salman, tiga syarat untuk menjadikan kebiasaan 
sebagai hukum: 
a. Diyakini masyarakat sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan 
(beseef van behoren) 
b. Adanya pengakuan dan keyakinan bahwa kebiasaan itu bersifat 
mengikat dan wajib di taati (opinio necessitas) 
c. Adanya pengukuhan yang dapat berupa pengakuan (erkening) dan 
atau penguatan (bekrachtiging), sehingga timbul harapan untuk 
diletakkan sanksi atas pelanggaran terhadapnya. 
Dasar-dasar  hukum dari Hukum Adat, antara lain ialah: 
1. Dasar yuridis 
Tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara positif tentang berlakunya 
Hukum Adat, tetapi ada satu aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala 
badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum 
diadakan yang baru menurut UUD ini”  
 Adapun selanjutnya bahwa peraturan yang ada sebelum UUD 1945 
tersebut antara lain: 
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a. Peraturan dari pemerintah bala tentara jepang untuk jawa dan madura 
tanggal 7 maret 1942, yaitu UU No. I, dimana pasal 3 nya menyatakan: 
“Semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-
undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara 
waktu asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer” 
b. Untuk daerah di luar pulau jawa dan madura dan badan-badan 
kekuasaan lain yang tindakan/ tindakan-tindakan tentang hal ini boleh 
dikatakan sama 
c. Pasal 131 Indisehe Staal Regeling (IS) ayat 2 sub b, sebagai dasar untuk 
menyelidiki dan sebagai petunjuk pada pembentukan ordonansi bahwa 
dalam membentuk ordonansi yang memuat aturan-aturan perdata bagi 
golongan pribumi maka hukum adatnya harus dihormati , tapi jika 
kepentingan umum atau masyarakat menghendakinya, maka pembentuk 
ordonansi dapat menyimpang. 
Selama ordonansi yang dimaksud ayat 2 sub b tadi belum ada, sebagai 
aturan peralihan dalam ayat 6 pasal 131 IS bahwa apa yang berlaku bagi golongan 
pribumi mengenai Hukum Perdata pada saat ini tetap berlaku sepanjang dan 
selama tidak diganti dengan ordinansi seperti yang dimaksud pada ayat 2 sub b. 
Saat yang dimaksud adalah saat mulai berlakunya pasal 131 IS, untuk itu 
kita melihat yang berlaku pada saat ini yaitu pasal 75 RR, ialah: “Hukum adat 
yang tidak tertulis berlaku pada golongan pribumi, asalkan tidak bertentangan 
dengan dasar-dasar keadilan yang diakui oleh umum.” 
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Dalam literatur dari Suroyo dicantumkan juga dasar hukum berlakunya 
hukum adat, yaitu: UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, antara lain dalam: 
a. Pasal 23 ayat 1, bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat 
alasan dan dasar-dasar putusan itu. Juga harus memuat pula pasal-pasal 
tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak 
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; 
b. Pasal 27 ayat 1, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat. 
2. Dasar Sosiologis 
Hukum adat dalam kenyamanan berlaku dalam masyarakat dan dalam 
keadaan yang sama selalu diindahkan. Hukum atau peraturan mempunyai 
kekuatan mengikat secara sosiologis apabila hukum atau peraturan itu diikuti oleh 
masyarakat. Kekuatan yang diterapkan pleh pemerintah belum tentu mempunyai 
kekuatan sosiologis jika pada kenyataan tidak dihiraukan oleh masyarakat, 
contohnya : “Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1829 memaksakan 
kehendaknya dalam memberlakukan Hukum Waris Islam, ditolak karena dalam 
kenyataannya maka masyarakat sudah mempunyai hukum warisan sendiri.” 
Pasal 15 AB menentukan bahwa kebiasaan tidak merupakan hukum 
kecuali UU menunjukkannya. Tapi dalam kenyataan kebasaan-kebiasaan ini 
merupakan hukum bagi bangsa indonesia.  
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3. Dasar Filosofis 
a. Hukum adat dapat dirasa memenuhi rasa keadilan masyarakat 
b. Pandangan hidup masyarakat adalah Pancasila 
Adapun dasar, Dasar perundang-undangan berlakunya Hukum adat di 
Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang, meliputi: 
1. Pasal 11 AB 
2. Pasal 75 RR 
3. Pasal 131 ayat 2 sub b IS 
4. Pasal II aturan peralihan UUD 1945 
5. Pasal 192 konstitusi RIS 
6. Pasal 142 UUDS 1950 
7. Kembali kepada pasal II aturan peralihan UUD 1945 
8. UU No. 14 Tahun 1970.10 
C. Pernikahan 
1. Pengertian Pernikahan 
Dalam bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang 
menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 
berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling 
memasukkan, dan digunkan untuk arti bersetubuh (wathi). kata “nikah”, sering 
                                                             
10Ucok Wajah,  Dasar-dasar Hukum Adat, Official website of  Ucok Wajah 
http://Dasardasarilmuhukum.blogspot.com/2016/12/dasar-dasar-hukum-dari-hukumadat.html?m=1 
( 15 november 2018)  
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dipergunakan untuk arti persetubuhan (coutus), itu juga arti akad nikah. Menurut 
bahasa nikah berarti penyatuan, diartikan sebagai akad atau berhubungan badan.11 
Dalam hukum Islam, kata perkawinan di kenal dengan istilah nikah. 
Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahn berarti melaksankn ibadah. 
Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, 
kawin, hidup berumah tangga karna perkawinan akan memelihara dari 
(melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.12 
Kemudian dalam UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai 
yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2), perkawinan didefenisikan sebagai,”Ikatan 
lahir batin anatara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 
membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasrkan 
Ketuhan Yang Maha Esa.13 
Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang tercantum dalam Buku I 
pada pasal 2 dinyatakan bahwa: 
“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau Mistaqan Ghalizan untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.”14 
2. Dasar Hukum Nikah 
Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 
dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya 
menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan 
terdiri dari dua pasangan. Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada 
                                                             
11Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Cet.I; Alauddin: University 
Press, 2012), h. 9. 
12
 Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: 1997), h. 3. 
13
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
14
 Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab II Pasal 2 
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dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, 
Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu: 
a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat 
wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling 
utama), dan mutawassith (tengah-tengah). 
b. Maslahat yang disunnahkan oleh syari’ kepada hamba-Nya. Dari tingkat 
maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib 
paling rendah. Dan tingkatan ke bawah , maslahat yang ringan mendekati 
maslahat mubah. 
c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari 
kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah.  
Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, 
namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) 
menurut perubahan keadaan: 
1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang 
akan menambah takwa. 
2) Nikah haram, nikah diharamkan untuk orang yang tahu bahwa 
dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga 
melaksanakan kewajiban lahir dan batin 
3) Nikah sunnah, adapun nikah disunnahkan bagi orang yang telah 
mampu tetapi masih dapat atau sanggup mengendalikan dirinya 
dari perbuatan haram.  
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4) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah 
dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum 
wajib menikah dan tidak haram jika tidak menikah.15 
Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis 
antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan 
tersebut.  
Adapun hadis perintah menikah dan asbabul wurudnya   
 ٍِ ْت َجَزا ًَ ُع ٍْ َع ِش ًَ َْعلأا ٍِ َع ََحٌِواَعُي ُىَتأ َاَُث َّدَز َلاَاق ٍةٌْ َسُك ُىَتأَو ََحثٍْ َش ِىَتأ ٍُ ْت ِسَْكت ُىَتأ َاَُث َّدَز
 ِ َّاللَّ ُلىُسَز َاَُن َلَاق َلَاق ِ َّاللَّ ِدْثَع ٍْ َع َدٌَِصٌ ٍِ ْت ٍِ ًَ ْز َّسنا ِدْثَع ٍْ َع ٍسٍْ ًَ ُع-ىهسو هٍهع اللَّ ىهص - « َاٌ
 َْىن ٍْ َيَو ِجَْسفِْهن ٍُ َصَْزأَو ِسََصثِْهن ُّضََؼأ ُهَََِّإف ْج َّوََصَرٍَْهف َجَءَاثْنا ُىُكُْ ِي َعَاَطرْسا ٍِ َي ِبَاث َّشنا َسَشْعَي
 ٌءاَخِو َُهن ُهَََِّإف ِوْى َّصنِات ِهٍْ َهََعف ْعَِطرَْسٌ» .(ىهسًنا هخسخا( 
Artinya :  
“Abu Bakr bin Abi Syaibah da Abu kuraib meriwayatkan kepadaku 
mereka berkata Abu Mu‟awiyah meriwayatkan dari al-A‟masy dari 
Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah dia berkata, 
Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita wahai para pemuda, barang 
siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba‟ah) maka menikahlah, 
sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang 
terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang 
belum mampu (ba‟ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya 
puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat.”16 
Hadits ini diterima oleh Abdullah bin Mas‟ud yang waktu hadits ini 
disabdakan kepada beliau (Ibnu Mas‟ud) dalam keadaan bujang (belum 
mempunyai istri) dan dalam masa sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa 
serta beliau bersama para sahabat lain yang masuk dalam kategori as-syabab, 
                                                             
15
 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap(cet. 4; Jakarta; Rajawali Pers, 
2014.), h. 8. 
16Muhyidin An-Nawawi, Shahih Muslim „Ala Syahrin Nawawi (Beirut_Lebanon: Dar-
Al-Kotob-Al-Ilmiyah 1995) h. 71 
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dibuktikan dengan sabda beliau di atas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-
Darimi dengan kualitas hadits shahihul isnad. 
Adapun beberapa penjelasan hadis tersebut adalah sebagai berikut: 
a.  
Dalam kamus al-Munawwir dijelaskan bahwa kata  adalah bentuk 
jama‟ dari kata  yang mempunyai arti “pemuda”, kata adalah ismun 
liljam‟i yang mempunyai akar kata  kata ini juga berlaku bagi 
perempuan seperti pendapatnya Ibnu al-A‟raby: 
Beberapa pendapat ulama, Pendapat imam Nawawi: 
Artinya: 
 As-Syabab adalah bentuk jama‟ dari kata syabbun, dan bentuk jama‟ 
lainnya adalah syubab dan syababah, kata as-syab pada zaman shahabat 
adalah seseorang yang telah baligh dan belum melampaui umur tiga puluh 
tahun. 
Pendapat Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya dijelaskan sebagai berikut: 
 حٍَِّعِفا َّشنا ََقهَْطأ اَرََكه ، ٍَ ٍِثََلَث م ًِ ُْكٌ ٌْ َأ َىِنإ ََػَهت ٍْ ًَ ِن ىِْسا َُىهَو . ًِف ًّ ُِثطُْسقْنا َلَاقَو " ىِهْف ًُ ْنا "
 َسَكَذ اَرَكَو ، مْهَك َُّىث ٍَ ٍِثََلَثَو ٍِ ٍْ ََرُِْثا َىِنإ ّباَش َُّىث ، َحَُس سَشَع حَّرِس َىِنإ زَدَز َُهن لَاُقٌ
 ًِف ًّ ِكِنا ًَ ْنا ضاَش ٍِْتا َلَاقَو ، ٍَ ٍِثََلَثَو ٍِ ٍْ ََرُِْثا َىِنإ غُىُهثْنا ٌْ َُدن ٍْ ِي ُهَََّأ بَاث َّشنا ًِف ّيِسَشْخَي َّصنا "
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 سِهاَىَدْنا " ّيِوَىَُّنا َلَاقَو ، ٍَ ٍَِعتَْزأ َىِنإ : ٍَ ٍِثَلََّثنا شِواَُدٌ َْىنَو ََػَهت ٍْ َي ّبا َّشنا ٌَّ َأ زَارْخ ًُ ْنا ّرََصْلأا
خٍْ َش َُىه َُّىث ، ٍَ ٍَِعتَْزْلأا شِواَُدٌ ٌْ َأ َىِنإ مْهَك َُىه َُّىث ،. 
Artinya: 
As-Syabab adalah nama/istilah/isim bagi seseorang yang telah baligh 
sampai seseorang yang akan menyempurnakan umur tiga puluh tahun, 
seperti yang dikemukakan oleh imam Syafi‟i. al-Qurthuby berpendapat 
dalam kitab al-Mufhim dia berkata seseorang yang berusia  muda sampai 
umur 16 (enam belas) tahun, kemudian syabab (pemuda) sampai umur 
tigapuluh dua tahun kemudian kahl (orang dewasa yang berusia antara 30-
50 tahun), pendapat ini juga dijustifikasi oleh imam Zamahsyari dalam 
masalah syabab yaitu dari permulaan baligh, sampai berumur 32 tahun, 
Ibnu Syas al-Maliki dalam kitabnya al-Jawahir berpendapat sampai 
berumur 40 tahun. Dan Nawawi berkata bahwa: yang lebih shahih dan 
yang menjadi pilihan adalah sesungguhnya assyabab seseorang yang telah 
baligh dan belum mencapai umur 30 tahun kemudia kahl yang akan 
mencapai umur 40 tahun kemudian syaikh (seseorang yang umurnya lebih 
dari 40 tahun). 
Dari pendapat di atas dan jika dikomparasikan dengan masa sekarang: 
1. Syab berarti seseorang yang telah baligh karena jika seseorang belum 
baligh maka secara biologis dia masih belum membutuhkan pernikahan 
atau hubungan biologis. 
2. Lafadz Syab tidak cukup diartikan baligh saja (karena kata baligh dalam 
arti sempit adalah seseorang yang telah keluar mani/mimpi basah -bagi 
laki-laki- dan seorang yang telah haid -bagi perempuan-) tetapi seseorang 
yang akan mencapai umur 16 tahun karena pada umur ini seorang pemuda 
atau pemudi telah mencapai masa pubernya. 
3. Syab diartikan sebagai seorang remaja yang telah sampai pada masa 
kedewasaan yang tentunya telah dapat membedakan mana yang baik dan 
mana yang buruk (tamyiz). 
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4. Syab diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 32 tahun, 
karena umur 32 tahun ini adalah puncak dari sifat kedewasaan seseorang 
sehingga jika dia sudah mencapai atau lebih dari umur 30 tahun maka 
istilah yang digunakan adalah kahl (seseorang yang telah berumur 30 
tahun sampai berumur 50 tahun). 
b.  
Asal kata dari  َجَءاَثْنا adalah  اًاءْىَت ُءُىثٌَ َءات , yang mengindikasikan dua makna, 
yakni nikah dan tempat tinggal. Dalam kitab Lisanul Arab dijelaskan sebagai 
berikut:
Artinya: 
 Yang dimaksud dengan  َجَءاَثْنا adalah حٌوْصَّرناو َذاكُنا dan dikatakan seorang 
laki-laki sangat ambisius terhadap ba‟ah yakni terhadap nikah, dikatakan 
pula bahwa jima‟ juga terkandung dalam makna ba‟ah. Makna dasar dari 
kata al-ba‟ah adalah لِصُْ ًَ نا (rumah atau tempat tinggal), kemudian 
dikatakan pula  َجَءاَثْنا diartikan untuk akad pernikahan, karena seseorang 
yang menikahi perempuan maka dia menyediakan tempat bagi perempuan 
tersebut untuk ditempati.17 
            Para ulama berbeda pendapat tentang arti dan makna kata al-baah ini, ada 
dua pendapat yang sama-sama kuat, yaitu: 
Pendapat pertama, bermakna jima‟ (berkumpul atau hubungan sex), 
dengan perumpaan kalimat: 
                                                             
17
 Muhammad Warsan Al-Munawwar, Kamus Al-Munawwir (Yogyakarta:Dharma 
Utama, 1998) h.17 
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Artinya:  
Barang siapa yang mampu melakukan jima‟ (tidak impotent) karena 
kuasanya terhadap nafkah nikah, maka menikahlah, dan barang siapa yang 
tidak mampu jima‟ karena lemahnya (tidak kuasa) terhadap nafkah nikah 
maka berpuasalah untuk mengalahkan syahwat, dan memotong 
menetesnya air mani seperti al-wija‟ (penawar atau penekan nafsu 
syahwat) memotongnya.18 
Pendapat kedua, bermakna biaya pernikahan yang meliputi mahar misl dan 
nafkah bagi istri, dengan perumpamaan kalimat: 
Artinya:  
Barangsiapa diantara kalian yang kuasa membayar biaya pernikahan maka 
menikahlah, dan barang siapa yang tidak kuasa maka berpuasalah guna 
melindungi diri dari syahwat. 
Terdapat perdebatan penarik yang patut diketahui oleh pembaca bahwa, 
Jika diartikan jima‟ (hubungan sex), maka orang yang impoten ) 
tidak membutuhkan puasa untuk menahan dari syahwat. Namun para ulama‟ 
pendapat pertama menjawab, jika seseorang kuat melakukan jima‟ (dan dia sangat 
membutuhkannya) namun tidak kuasa dalam memenuhi biaya pernikahan maka 
dia harus puasa 
                                                             
18
 Muhammad Warsan Al-Munawwar, Kamus Al-Munawwir , h.118 
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Dari kedua pendapat diatas, peneliti mengambil jalan tengah untuk 
mengartikan makna baah ini menjadi kekuatan sex dan kekuatan untuk membayar 
mahar misl dan menafkahi calon istri, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 
beberapa ulama ahli fiqih. Adapun para ulama ahli fiqih -khususnya kalangan 
madzhab As-Syafi‟i- menyatakan bahwa arti baah ini adalah seseorang yang 
mampu berbuat sex (tidak impotent) dan seseorang yang mampu membayar 
mahar misl dan mampu menafkahi sang istri secukupnya selama 24 jam. 
c.  
Kalimat isim yang dalam kamus al-Munawwir diartikan penawar/penekan 
nafsu syahwat, kata dasar dari kalimat ini adalah  , dalam kamus Lisanul 
Arab dijelaskan sebagai berikut: 
Artinya:  
Wija‟ artinya memukul atau memotong, memukul arau memotong dengan 
tangan atau dengan pisau.19 
An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut: 
 . 
Artinya: 
                                                             
19
 Muhammad Warsan Al-Munawwar, Kamus Al-Munawwir , h.1557 
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wija‟ dengan wawu dibaca kasrah adalah menumbuk/meremukkan kedua 
buah pelir (alat kelamin laki-laki), artinya sesungguhnya puasa itu dapat 
mencegah/memotong syahwat dan memotong tetesan mani seperti yang 
dilakukan wija‟20 
            Kesimpulannya adalah menikah sebuah perkara mubah yang sangat 
disenangi oleh Allah SWT sangat dianjurkan oleh agama Islam karena banyak 
manfaat yang akan diperoleh disebabkan karena melakukan pernikahan. 
3. Macam-Macam Hukum Pernikahan 
a. Wajib 
Menikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu menikah 
dan nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam 
perzinaan. 
b. Sunnah 
Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah 
tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. 
c. Haram  
Bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin 
kepada istri serta nafsunya tidak mendesak, maka ia haram 
menikah 
d. Makruh 
Makruh menikah bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu 
memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, 
karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. 
e. Mubah 
                                                             
20
 Muhyidin An-Nawawi, Shahih Muslim „Ala Syahrin Nawawi, h.76 
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Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan 
segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan menikah, 
maka menikah hukumnya mubah baginya. 
4. Kriteria Memilih Jodoh 
Rasulullah saw bersabda : 
 َاهِنا ًَ ِن ٍَعتَْزِلا َُجأْس ًَ ْنا ُرَكُْ ُذ َلَاق َىَّهَسَو ِهٍْ َهَع ُاللَّ ىَّهَص ًِّ ِثَُّنا ٍِ َع ُهُْ َع ُاللَّ ًَ ِضَز َجَسٌْ َُسه ًْ َِتأ ٍْ َع
 َااََدٌ َْدتَِسذ ٍِ ٌْ ِّدنا ِخاَرِت َْسفْاَاَاهٌُِْ ِدِنَو َاهِن َاًَخَوَاهِثَسَِسنَو .(ذاكُنا بارك ًف يزاخثنا هخسخأ( 
Artinya:  
“Dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi saw. beliau bersabda: 
“Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena 
keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka 
hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya 
kamu akan beruntung”.(dikeluarkan dari HR. Bukhori dalam Kitab 
Nikah).21 
Tunkahul mar‟ah li arba‟ (  bukan berarti bahwa empat kriteria 
yang disebutkan di dalam hadits di atas merupakan empat kriteria yang dianjurkan 
kepada seorang muslim yang akan memilih jodohnya. Namun maksud dari lafadz 
di atas adalah Rasulallah saw memberitahukan bahwa empat hal yang menjadi 
kebiasaan laki-laki ketika memilih perempuan. 
a. Hartanya 
Di dalam hadis ini seorang laki-laki (mencari jodoh) dianjurkan 
untuk memilih calon istri berdasarkan hartanya. Karena dengan harta 
mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup keluaganya. Dengan harta pula 
mereka tidak akan kekurangan dan bisa bersenang-senang, serta bisa 
menyisihkan sedikit hartanya untuk berbagi dengan yang lain. Di dalam 
hadis juga diterangkan jika harta itu milik istri maka suami boleh 
                                                             
21Muhyidin An-Nawawi, Shahih Muslim „Ala Syahrin Nawawi, h72 
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menggunakan harta tersebut dengan izin istri. Berbeda halnya dengan 
harta milik suami, istri berhak memakainya karena pada dasarnya suami 
wajib memeberi nafkah kepada istri. Namun makruh hukumnya jika 
seorang laki-laki memilih calon istri berdasarkan  hartanya, karena 
dikhawatirkan dengan harta istri bisa menurunkan kehormatan suami. 
 
b. Derajat atau kemuliaan keluarganya 
Anjuran berikutnya memilih calon pasangan berdasarkan nasabnya. 
Nasab disini bisa diartikan menjadi dua makna yaitu, keturunan dan 
derajat atau pangkat. Jika dilihat dari keturunan, maka seseorang yang 
akan memilih jodohnya harus mengetahui asal-usul kelahiran Si calon dari 
ayah dan kerabat dekatnya yang satu nasab. Dengan mengetahui nasab 
atau keturunannya maka tidak akan menimbulkan fitnah. 
Nasab dilihat dari derajat atau pangkat kemuliaan. Dengan memilih 
wanita yang memiliki derajat atau pangkat maka bisa mengangkat 
kehormatan dirinya. Namun, laki-laki yang menikahi seorang perempuan 
berdasarkan kehormatannya saja, juga dihinakan oleh Nabi, sebagaimana 
sabdanya:  “Barang siapa menikahi wanita karena kemuliaannya, maka 
tidak akan bertambah baginya kecuali kehinaan.” 
c. Kecantikannya 
Memilih wanita dari kecantikannya dan kebaikannya. Karena 
wanita yang cantik itu enak dipandang. Akan tetapi makruh juga 
hukumnya, jika menikah dengan wanita yang sangat cantik malah justru 
akan menimbulkan keresahan pada suaminya, bahkan takut menimbulkan 
fitnah. 
d. Agamanya (akhlaknya) 
Dari keempat kriteria di atas, memilih perempuan untuk dinikahi 
berdasarkan agamanya adalah yang paling pokok yang dianjurkan oleh 
Nabi saw. Memilih wanita dari agamanya, karena wanita yang baik 
agamanya dapat memberikan manfaaat dunia dan akhirat. Wanita yang 
kuat agamanya juga memiliki akhlak yang baik (wanita sholihah), akan 
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mudah patuh dan taat di atur dalam keluarga, serta wanita inilah yang 
kelak akan kita butuhkan. Wanita sholihah senantiasa bersedia menemani 
dan menjaga kehormaatan sang suami bagaimanapun keadaannya. Hal ini 
senada dengan tujuan pernikahan yakni untuk menghasilkan keturunan 
yang baik, yang kelak akan menjadi penerus perjuangan agama Islam. 
 
5. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 
Rukun, adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, 
seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau 
adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. 
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 
pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan 
itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut islam calon pengantin laki-
laki/perempuan itu harus beragama islam. 
Sah, adalah pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 
Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 
memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. 
Adapun rukun nikah adalah: 
a. Mempelai laki-laki 
b. Mempelai perempuan 
c. Wali 
d. Dua orang saksi 
e. Shigat ijab kabul 
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Dari lima rukun nikah di atas yang paling penting ialah ijab kabul 
antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang 
dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan 
rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, 
saksi, dan ijab kabul.22 
6. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw., yaitu 
penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhwori. 
Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, 
yaitu: 
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 
kasih sayangnya 
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 
kerusakan 
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 
serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 
kekayaan yang halal; dan  
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 
tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.23 
 
 
                                                             
22
 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 12. 
23
 Tihami, Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 15. 
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D. Masyarakat Islam 
Dilihat dari aspek bahasa, istilah masyarakat berasal dari akar kata bahasa 
Arab, yakni syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Kata 
Koentjaraningrat (1990:143), pada praktiknya, kata masyarakat ini yang paling 
lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia. 
Oleh karena itu, masyarakat dapat didefinisikan sebagai kesatuan hidup 
manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 
kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 
1990:146). Mengacu pada definisi ini, maka secara sosiologis masyarakat itu 
setidaknya memiliki empat unsur pokok. Yakni, manusia yang hidup bersama, 
bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka 
merupakan suatu kesatuan, dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama 
yang menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2001:26). 
Jika definisi di atas yang dipakai, maka banyak padanannya dalam Alquran. 
Menurut Quraish Shihab (1996:319), ada beberapa kata yang digunakan oleh 
Alquran untuk menunjuk istilah masyarakat atau kumpulan manusia, antara lain 
qawm, ummah, syu‟ub, dan qabail. 
Di antara ayat Alquran yang memuat istilah tersebut adalah, surah Al 
Hujuraat 49 : 13 
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Terjamahnya:  
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,”.24 
Syu‟ub (bangsa) adalah masyarakat yang menjadi cabang dari masyarakat 
lainnya. Qabail (suku) adalah sekumpulan individu manusia yang memilih tujuan 
dan kiblat yang satu dalam hidup mereka. Sedangkan qawm (kaum) adalah 
kelompok yang dibangun atas dasar menegakkan individu dengan berserikat, 
bersatu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan (Nanih Machendrawaty, 2001:7). 
Adapun untuk menunjuk masyarakat yang disatukan oleh agama, maka 
istilah yang dianggap cocok adalah //ummah// (umat). Karena umat sering 
diartikan para penganut atau pengikut suatu agama (Machendrawaty, 2001:7). 
Quraish Shihab (2007:321) secara spesifik menyatakan, bahwa umat dapat 
diartikan himpunan pengikut Nabi Muhammad SAW yakni umat Islam, sebagai 
isyarat bahwa umat dapat menampung perbedaan kelompok-kelompok, betapun 
kecil jumlah mereka, selama masih pada arah yang sama, yaitu Allah SWT. 
Lebih jelas lagi Ali Syariati mengungkapkan sebagaimana dikutip Dawam 
Rahardjo (2002:486), bahwa istilah yang tepat untuk menggambarkan masyarakat 
Islam adalah kata ummah yang dikaitkan dengan imamah. Oleh karena itu, bagi 
Syariati, ummah adalah ungkapan pengertian tentang kumpulan orang yang 
sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing saling membantu agar 
bergerak ke arah tujuan yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama. 
                                                             
24
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-quran, Jakarta: Dharma karsa 
utama, 2015. 
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Dalam konteks ini, Syariati berkesimpulan, bahwa tidak ada sebutan ummah tanpa 
adanya imamah (kepemimpinan). 
E. Tradisi Manre’ Dewata 
Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis 
kelamin yang berbeda sebagaimana mahluk ciptaan Allah yang lainnya, akan 
tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagiadan kekal 
(penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1974) bahkan dalam pandangan 
masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina 
dan memelihara hubungan kekeluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. 
Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang 
menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan 
keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses 
pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar 
dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan 
menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. 
Aturan-aturan hukum adat perkawinan dibeberapa di indonesia 
berbedabeda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan 
kepercayaan masyarakat indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan 
juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan jaman. Dengan demikian selain 
adat itu sendiri disana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai 
bahkan dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksankannya 
perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat antar orang-orang yang 
berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa. 
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Sejak anak yang masih didalam kandungan saja sudah mempunyai upacara 
adat sampailah kepada kematian, upacara perkawinan diceritakan dari sejak orang 
tua pria meminang sampai dengan upacara mandi-mandi dengan banyaknya adat-
istiadat ini, kita dapat mengetahui adat-istiadat yang lain di dalam adat bugis 
sangat banyak ritual yang harus kita lakukan. 
Makna dalam hal ini dibangun dan bahkan diubah dalam suatu ruang 
dengan serangkaian pilihan nilai, dan suatu kepentingan yang dimiliki oleh 
masing-masing aktor dengan tingkat jenjang yang sangat berbeda-beda 
kebudayaan pada saat ini sudah jarang dalam kehidupan masyarakat apalagi pada 
generasi muda dan bahkan jika ritual tidak dilakukan maka akan mendapatkan 
bala‟, istilahnya mereka melakukan ritual tersebut untuk menghindar atau 
dijauhkan oleh bala‟ yang tidak diinginkan. 
Masyarakat suku bugis sangat kental sifat kebersamaan dan rasa 
solidaritasnya sangat kuat, apabila di suatu kampung ada yang melakukan acara 
perkawinan, maka semua masyarakat turut ikut andil agar acara tersebut berjalan 
dengan lancar tanpa ada halang rintangan. 
Manre dewata, adalah salah satu rangkaian tradisi yang masih di yakini 
oleh masyarakat bugis sejak dulu kala hingga saat ini. Yang mana menurut 
kepercayaan nenek moyang masyarakat bugis, dengan melakukan tradisi manre 
dewata tersebut gunanya dapat menjadi Attulang bala’ (penangkal musibah), yang 
dalam artian roh-roh jahat yang ingin menggangu proses pernikahan yang akan 
dilaksanakan kedepannya, dapat menangkal hal-hal buruk yang akan terjadi. Dan 
adapun alasan lain mengapa masyarakat bugis menjadikan tradisi manre dewata 
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ini sebagai salah-satu tradisi dalam ritual perkawinan adat bugis agar dapat 
menjadi Cenning rara’ yang artinya dapat mengeluarkan aura positif dari calon 
pengantin, dan orang yang melihatnyapun dapat melihat aura yang baik-baik pada 
calon pengantin. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi dan Jenis Penelitian 
1. Lokasi penelitian 
Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kecamatan Dua Pitue 
Kabupaten Sidenreng Rappang dengan objek penelitian masyarakat, untuk 
memperoleh informasi dan data mengenai pelaksanaan suatu tradisi pada adat 
pernikahan yang terdapat di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang 
faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh adat bagi masyarakat dan 
mendapatkan informasi penting mengenai pelaksaan adat di Kecamatan Dua Pitue 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 
2. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan 
atau biasa disebut Field Research Kualitatif Deskriptif. Field Research Kualitatif 
Deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan 
atau di lokasi penelitian dengan objek yang akan diteliti. Selain itu, peneliti 
mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan judul yang diangkat 
yang bertujuan mengamati fenomena disuatu masyarakat. 
B. Pendekatan Penelitian 
Terkait dengan jenis pendekatan penelitian, dalam kesempatan ini penulis 
menggunakan pendekatan sebagai berikut: 
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a. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan 
syari’at Islam seperti Al-Qur’an dan Hadits yang relevan dengan 
masalah yang akan dibahas.  
b. Pendekatan Yuridis, adalah pendekatan yang digunakan untuk 
mengkaji masalah berdasarkan ketentuan yang berada di dalam 
Undang-undang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut 
mengacu Undang-undang Dasar NKRI 1945 sebagai dasar hukum 
yang berlaku. 
c. Pendekatan sosiologis, yaitu peneliti menggunakan logika-logika dan 
teori sosiologis baik teori klasik maupun teori modern untuk 
menggambarkan fenomena sosial keagamaan terhadap fenomena lain 
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.  
C. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
skunder. 
1. Sumber Primer1 
Sumber Primer yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari 
orang-orang atau sumber pertama, yang berupa pernyataan dari tokoh agama 
setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil 
wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten 
Sidenreng Rappang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
 
                                                             
1Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan 
Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 30. 
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2. Sumber Sekunder2 
Sumber Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai 
data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data skunder 
dalam penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, hukum perkawinan di 
Indonesia, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan. Data 
Sekunder dalam penelitian ini juga terhimpun dari artikel-artikel dengan arsip-
arsip yang erat kaitannya dengan obyek yang sedang diteliti. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan 
data adalah sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap 
survey, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari 
responden secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan 
beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yang diantaranya adalah para pihak 
yang sedang atau telah melakukan prosesi akad nikah dan juga pendapat para 
tokoh agama di daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 
langsung mengenai tatacara dan makna yang ada dibalik kegiatan tersebut. 
2. Dokumentasi 
Ini merupakan metode pengumpulan data terhadap berkas-berkas atau 
dokumen berupa catatan, transkrip, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan 
dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada 
                                                             
2Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,h. 30. 
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hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber 
data yang berasal dari Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data 
penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah 
dokumentasi, observasi, wawancara, dokumen-dokumen dan media elektronik 
seperti laptop dan HandPhone (HP), instrumen inilah yang akan menggali data 
dari sumber-sumber informasi.  
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut: 
a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah 
data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian. 
b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah 
dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu 
masalah. Dalam pross ini kutipan yang memang jelas akan di prtahankan 
sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian 
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lain, maka data tersebut akan dieliminasi dan digantikan dengan rujukan lain 
yang lebih sesuai dengan pembahasan. 
c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubugan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai 
dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
2. Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data-data yang diperoleh dari 
warga masyarakat kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. 
Metode analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk 
mengolah data. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan 
karakteristik daerah penelitian, informan dan distribusi item dari masing-masing 
variable. Maksudnya adalah di dalam skripsi ini, peneliti akan menganalisis 
pandangan masyarakat setempat seputar tradisi Manre Dewata dan karakteristik 
masyarakat setempat. 
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BAB IV 
TRADISI MANRE DEWATA PADA PROSES PERNIKAHAN ADAT 
BUGIS PADA MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN DUA PITUE 
KABUPATEN SIDRAP 
A. Gambaran Umum Kecamatan Dua Pitue 
1. Sejarah Hari jadi Sidrap 
Cikal Bakal terbentuknya Kerajaaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang 
sebagaimana Lazimnya dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan dari berbagai 
Referensi, Fakta dan Sejarah disebutkan dalam 2 (Dua) versi yakni :  
1. Versi Pertama berasal dari “to manurung” yaitu manusia yang dikirim 
“dewata seuwae” kesuatu daerah yang belum tertata baik pola perilaku dan 
sendi-sendi pranata sosialnya serta relative belum memiliki kearifan lokal 
dalam membina kebersamaan dan persatuan. Menurut Versi ini, 
“addaowang  sidenreng pertama” adalah manurungnge ri Bulu Lowa, yang 
telah mangkat digantikan oleh anaknya yaitu “sukkung pulaweng” sebagai 
Raja II (dua), yang kemudian kawin dengan “we pawawoi arung bacukiki” 
Putri Labengnge Manurungnge Ri Bacukiki, dari perkawinannya dengan 
“we tipu linge arung rappang I (pertama)”. 
2. Versi Kedua yang termuat dalam lontarak “mula ritimpakna tanae ri 
sidenreng” menyebutkan bahwa asal muasal Raja di Sidenreng dan 
Rappang berasal dari Tana Toraja keturunan “Raja Sanggala” yang terdiri 
dari : 
1) La Maddaremmeng 
2)  La wewangriwu 
51 
 
3)  La Tongellipu 
4)  La Sampoi 
5) La Pakolongi 
6)  La Pababari 
7) La Panaungi 
8) La Mappasessu 
9) La Mappatunru. 
Karena ketidak sepahaman dengan anak Pertama Lamaddaremmeng, maka 
ke 8 (Delapan) keturunan Raja Sangalla yang lainnya sepakat meninggalkan 
kampong halamannya, kemudian ketika tiba dikampung kaju suatu tempat antara 
Banti di Baraka dengan Bunging Riase di Maiwa, mereka melihat hamparan air 
diarah selatan lalu menuruni gunung dan akhir tiba di suatu lembah yang sebelah 
baratnya digenangi air yang ternyata adalah Danau.1 
Kemudian merekapun “Sirenreng-renreng aruwa  mappadaroawane” 
(saling bergandengan tangan kedelapan bersaudara). Setelah memenuhi 
kebutuhannya dan menikmati keindahan Danau, maka mereka bersepakat dan 
mengemukakan bahwa “Okkoni‟erioraitapparengmadeceng padamonro”, yang 
artinya sebaiknya disebelah barat danau inilah kita tinggal dan membuat 
perkampungan. Mulai pada saat itu, mereka bermukim di suatu tempat yang 
dinamai “Sidenreng” sebab disitulah mereka “Sirenreng-renreng” mencari jalan 
                                                             
1Desa Lainungan, Sejarah Kabupaten Sidrap, official website of Desa Lainungan 
http://Desalainungan.blogspot.com/2015/02/sejarah-kabupaten-sidrap.html?m=1(17 Desember 
2018). 
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ketepi Danau, dan Danau itu disebut “Danau Sidenreng”. Daerah ini tereletak 
disebelah utara Sidenreng disebut “Empagae”. 
Seiring dengan berjalannya waktu “Datu Patina” yang mengasingkan diri 
kesuatu tempat yang jauh, lalu mempersunting cucu Raja Sangalla atau Putri 
Sulung La Maddaremmeng bernama “We bolong pattina”. Tidak lama berselang 
Datu Patila kemudian bermukim di Rappang dan menjadi Rajadi Rappang dan We 
Bolong Pattinana menjadi addaowang sidenreng yang pertama. Addaowang 
Sidenreng Pertama We Bolong Pattinana di karunia anak Pertama seorang 
Perempuan yang bernama We Tipu Uleng, yang menjadi Raja di Sidenreng 
sebagai Addaowang. Sedangkan anak Keduanya bernama La Mallibureng, 
menjadi Raja di Rappang. 
Pada masa kepemimpinan We Tipu Uleng, rakyat Sidenreng tidak 
menginginkan di Perintah oleh seorang Perempuan, kemudian pada saat 
bersamaan pula Kepemimpinan La Mallibureng di Rappang tidak diinginkan oleh 
masyarakat Rappang disebabkan berbagai hal. Oleh karena itu, masyarakat 
Rappang menghadap Raja Sidenreng We Tipu Uleng, memohon agar berkenan 
menjadi Raja Rappang, bertukar dengan adiknya La Mallibureng.  
Sehingga mulai pada saat itu Rappang di Perintah oleh We Tipu Uleng 
dengan gelar “Petta‟e Rappang” dan Sidenreng di Perintah oleh La Mallibureng 
dengan gelar “Addaowang Sidenreng”. Karena kerajaan Rappang di Pimpin oleh 
seorang Perempuan, maka untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh 
“Sulewatang” sebagai pengganti diri Raja dan dibantu oleh Kadhi dan Pabbicara. 
53 
 
Pada saat kedua Bersaudara bertukar Wilayah Kerajaan, Petta‟e Rappang  
dan Addaowang Sidenreng keduanya mengadakan perjanjian dengan ikrar sebagai 
berikut “Mate ele‟i Rappeng, Mate Arwengngi Sidenreng, lettu paddimonrinna 
teppinra-pinra” yang berarti “ Kalau Rappang mati di pagi hari, maka Sidenreng 
akan menyusul pada sore harinya sampai kemudian hari tidak berubah 
sedikitpun”. Hal ini merupakan ikrar sehidup semati yang dipegang teguh setiap 
Raja atau Arung yang memerintah pada kedua Kerajaan tersebut. Meskipun 
demikian, Kedua Kerajaan ini memiliki perbedaan mendasar di dalam system 
Pemerintahannya masing-masing sebagai berikut “Kerajaan Sidenreng yang 
menganut sistem pemerintahan dari atas kebawah” yang dalam bahasa bugisnya 
dikenal dengan istilah “Massorong Pawo” dan “Kerajaan Rapang yang menganut 
sistem pemerintahan dari bawah keatas” yang dalam bahasa bugisnya dikenal 
dengan istilah “ mangelle pasang”. 
Mengacu pada Lontarak “mula ritimpakna tana‟e ri sidenreng” dan buku 
sejarah Sidenreng Rappang diungkapkan bahwa kerajaan Sidenreng lahir lebih 
awal dari kerajaaan Rappang, sehingga titik tolak perhitungan tahun terbentuknya 
Sidenreng Rappang berpedoman pada Pemerintahan Raja Pertama Sidenreng. 
Oleh karena tertulis dalam Lontarak , hanya catatan pada masa Pemerintahan 
mulai saat masuk islam di Sidenreng, yaitu pada Pemerintahan Addaowang 
Sidenreng 10 (sepuluh) La Patiroi atau La Pagala yang lebih dikenal dengan 
nama “Nene Mallomo” yang memimpin selama 26 (dua puluh enam) tahun, mulai 
tahun 1605 sampai dengan tahun 1631.  
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Dengan mengantarkan Kerajaan Sidenreng berinteraksi dengan Kerajaan 
lain di Jazirah Sulawesi, yang salah satu pernyataannya hingga kini masih 
dikenang, yakni “ade‟e temmakkiana‟ temmakiappo” yang berarti Adat dan 
Aturan tidak mengenal Anak atau Cucu, dengan kata lain tidak Pandang Bulu. 
Pada masa Pemerintahan dari Raja ke 10 sampai akhir masa Pemerintahan 
Raja 21 (dua puluh satu) yakni La Cibu yang menjadi Pemimpin mulai Tahun 
1909 sampai Tahun 1949. Dari semua perhitungan Kepemimpinan antara Raja I 
(pertama) hingga Raja Ke-9 (sembilan) di Rata-Ratakan untuk setiap Raja dengan 
masa Kepemimpinan selam 29 (dua puluh sembilan) Tahun. Sehingga di Peroleh 
perhitungan masa Pemerintahan Raja I (pertama) hingga Raja 9 (sembilan) adalah 
selama 261 (dua ratus enam puluh satu) Tahun. 
Berpatokan pada Tahun 1605, ditarik mundur dalam rentang waktu 261 
(Dua Ratus Enam Puluh Satu) Tahun di peroleh angka Tahun 1344 (Seribu Tiga 
Ratus Empat Puluh Empat) ditetapkan sebagai awal berdirinya Kerajaan 
Sidenreng. Oleh karena tidak ditemukannya Referensi mengenai tanggal 
terbentuknya Kerajaan Sidenreng atau Kerajaan Rappang, maka dilakukan 
pendekatan Filosofis bahwa Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang adalah 
Bersaudara, sehinggan penentuan tanggalnya didasari, bahwa : 
1. Dari kesembilan anak Raja Sangalla yang menjadi perintis “ri timpakna 
tana‟e ri sidenreng”, 1 (satu) orang Saudara tertuanya mengalami kerinduan 
dan mencari 8 (delapan) Saudaranya di Sidenreng, setelah mereka bertemu 
kemudian memohon maaf atas segala sikap dan perilaku yang menyebabkan 
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adiknya meninggalkan kampong halaman. Dengan penuh ikhlas ke 8 
(delapan) adiknya menerima permohonan maaf kakaknya dan memohon agar 
kakak tertuanya tinggal di Sidenreng, sehingga mereka dapat hidup bersama 
lagi dan tidak berpisah, denganmenggabungnya 1 (satu) orang kakak tertua 
mereka dengan ke 8 (delapan) adiknya, hal ini menggambarkan pertautan 
angka 1 dan 8 menjadi angka 18 (delapan belas). 
2. Pada masa Kerajaan terdapat 14 (empat belas) Arung dan 4 (empat) 
Pabbicara, sehingga jika digabung maka angkanya menjadi 18 (delapan 
Belas). 
3. Kemuadian Tanggal Pelantikan Bapak H. Andi Sapada Mappangile sebagai 
Bupati Sidenreng Rappang yang Pertama yakni Tanggal 18 (delapan belas). 
Seperti halnya dengan penentuan Tanggal terbentuknya Sidenreng Rappang, 
maka penentuan Bulannya ditetapkan berdasarkan Bulan Pelantikan H. 
Sapada Mappangile sebagai Bupati Sidenreng Rappang yang Pertama Yakni 
Bulan Februari. 
Dari Uraian tersebut, dengan jelas telah tergambar bahwa keberadaan 
Sidenreng Rappang terbentuk pada tahun 1344 Bulan Februari Tanggal 18 atau 
jelasnya 18 Februari 1344, sebagaimana penetapan secara bersama Pemerintah 
Daerah dengan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat di dalam 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Hari Jadi Sidenreng Rappang. 
Selanjutnya memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 
1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi, Kewedanan 
Sidenreng Rappang dan Swapraja Rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II 
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Sidenreng Rappang dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene 
Sidenreng yang meliputi 7 (Tujuh) Wilayah Kecmatan yaitu : 
1) Kecamata Dua Pitue 
2) Kecamatan Maritengngae 
3) Kecamatan Panca Lautang 
4) Kecamatan Tellu Limpoe 
5) Kecamatan Watang Pulu 
6) Kecamatan Panca Rijang dan 
7) Kecamatan Baranti. 
1. Sejarah Singkat Terbentuknya Dua Pitue 
Dua Pitue yang berarti dua angka tujuh karena wilayah ini di sebabkan dari 
tujuh desa yang berada di atas dan tujuh desa berada di bawah, sehingga menjadi 
sebuah Kecamatan yang saat ini bernama Dua Pitue, yang ibukota kecamatannya 
terletak di kelurahan Tanru Tedong. Kecamatan Dua Pitue dibentuk berdasarkan 
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959.  
2. Letak Geografis 
a. Luas Wilayah 
Kecamatan Dua Pitue terletak di Kelurahan Tanru Tedong yang 
memiliki batas wilayah 69,90 Km2 dengan Koordinat Geografis 
berada pada 3°53'44" LS dan 199°59'46" BT. 
b. Batas Wilayah: 
-Sebelah Utara : Kecamatan Pitu Riase 
-Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo 
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-Sebelah Timur : Kabupaten Wajo 
-Sebelah Barat : Kecamatan Pitu Riawa 
c. Tofografi 
Kecamatan Dua Pitue yang keadaan wilayahnya terdiri dari Dataran 
yang mempunyai jarak tempuh 22,20 Km dari Ibukota Kecamatan ke 
Ibukota Kabupaten. Dan memiliki jarak tempuh 204,9 Km dari Kota 
Makassar ke Kecamatan Dua Pitue. 
 Adapun jumlah Kelurahan dan Desa di Kecamatan Dua Pitue, Secara 
administratif Kecamatan Dua Pitue terdiri dari 2 Kelurahan dan 7 Desa sebagai 
berikut:  
1. Kelurahan Tanru Tedong 
2. Kelurahan Salomallori 
3. Desa Padang Loang 
4. Desa Padang Loang Alau 
5. Desa Kalosi 
6. Desa Kalosi Alau 
7. Desa Bila 
8. Desa Salobukkang 
9. Desa Taccimpo 
10. Desa Kampale 
d. Potensi Unggulan 
Kecamatan Dua Pitue mempunyai Potensi Unggulan yaitu: 
1. Pertanian tanaman pangan 
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2. Jasa dan Perdagangan 
3. Pertambangan galian C 
e. Komposisi Kependudukan  
Jumlah Penduduk Kecamatan Dua Pitue keadaan 2017 tercatat 29.300 
Jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 14 294 Jiwa, dan Perempuan 15 006 Jiwa. 
Dari Dusun Larumpu yang ada di Kecamatan Dua Pitue peneliti memilih 
Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat Islam untuk dijadikan obyek dalam 
penelitian, karena ketika peneliti melakukan observasi kepada warga masyarakat 
yang pernah melakukan Tradisi Manre Dewata, hampir sebagian besar 
beranggapan bahwa tokoh adatlah yang memahami betul mengenai Tradisi Manre 
Dewata.  
Sebagaimana kita ketahui sekarang bahwa mayoritas penduduk Kabupaten 
Sidrap beragama Islam, walaupun demikian suasana keagamaan kurang begitu 
mewarnai kehidupan mereka. Misalnya saja dikecamatan Dua Pitue ini walaupun 
semua penduduknya mayoritas beragama Islam dan sering kita jumpai pada 
tokoh-tokoh agama yang sangat paham Tentang  Islam tapi tetap saja aturan Adat 
lebih diperhatikan dan diindahkan oleh sebahagiaan besar masyarakatnya daripada 
aturan atau ajaran Islam itu sendiri. 
Dan disamping banyaknya tradisi yang ada di daerah tesebut,  peneliti 
memilih salah satu tradisi yang disebut Tradisi Manre Dewata yang mana tradisi 
tersebut merupakan salah satu dari rangkaian tradisi dalam ritual pernikahan adat 
bugis. Yang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di daerah 
tersebut karena lebih mengarah kepada keilmuan peneliti. 
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Namun dalam rukun nikah itu terbagi atas lima yaitu mempelai laki-laki, 
mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan Qabul2 sementara makna 
pernikahan dalam konteks hukum adalah rukun pernikahan terdapat dalam pasal 
14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).3 
3. Peta Wilayah Kecamatan Dua Pitue 
 
 
 
4. Kondisi Sosial Agama 
Masyarakat Kecamatan Dua Pitue trermasuk masyarakat agamis, dan 
didominasi oleh agama Islam.  Struktur sosial yang berlaku antar pemeluk 
agama sangat baik meskipun pemeluk agama lain sangat minoritas dalam 
mayoritas, namun relasi antara pemeluk agama tetap berjalan dengan baik. 
Kegiatan keagamaan juga berjalan baik dan masing-masing pemeluk agama 
bebas menjalankan ritual-ritual agamanya masing-masing. 
Jumlah pemeluk agama Islam di Kecamatan Dua Pitue yaitu, 27.839 
sedangkan pemeluk agama Hindu 1.453 orang jadi jumlah keseluruhannya 
                                                             
2
 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 1. 
3Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 18. 
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adalah 29.300.4  Dan adapun jumlah mesjid yang terdapat di Kecamatan Dua 
Pitue ada 36 mesjid. 
5. Kondisi Pendidikan 
Masyarakat Kecamatan Dua Pitue memberikan perhatian yang 
besar terhadap dunia pendidikan, hal ini terlihat semangat masyarakat 
menyekolahkan anaknya hingga keperguruan tinggi. Perhatian masyarakat 
terhadap pendidikan kian bertambah ditandai dengan menyekolahkan 
anaknya di lembaga-lembaga pendidikan, seperti SD, SMP/MTs, 
SMA/MA hingga perguruan tinggi dan pesantren. Masyarakat Kecamatan 
Dua Pitue lebih condong menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga 
yang berbasisi pendidikan umum dibandingkan menyekolahkan di 
lembaga pendidikan yang berbasisi pendidikan agama. Meski demikian, 
bagi masyarakat yang orientasi pendidikan anaknya diarahkan pada 
pendalaman agama menyekolahkan anaknya di pesantren yang terdapat di 
Kabupaten Sidrap dan bahkan sampai di luar daerah salah satunya 
pesantren yang ada di Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi. 
B. Prosesi Tradisi Manre dewata  Pada Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan 
Dua Pitue Kabupaten Sidrap 
Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala “saling mengambil satu 
sama lain”. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal 
dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami isteri mereka merupakan 
mitra. Hanya saja, perkawinana bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, 
                                                             
4
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, Dua Pitue Dalam Angka 2018, h. 
31.   
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akan tetapi suatu ucapan penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya 
telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratnya 
(mam‟pasideppe‟ mabela-e‟ „atau mendekatkan yang sudah jauh‟). Mereka yang 
berasal dari daerah lain, cenderung menjalin hubungan yang lebih dekat lagi 
dengan orang yang telah mereka kenal baik melalui jalur perkawinan. Dengan 
kata lain, perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi “bukan 
orang lain” (Tania tau laeng). Hal ini juga sering ditemukan dua sahabat atau 
mitra usaha yang bersepakat menikahkan keturunan mereka, atau menjodohkan 
anak mereka sejak kecil.5 
Dalam proses perkawinan ini, pihak calon mempelai laki-laki harus 
memberikan mas kawin kepada calon mempelai perempuan. Mas kawin terdiri 
dari dua bagian. Adapun yang Pertama ialah, sompa (secara harfiah berarti 
“persembahan” dan sebetulnya berbeda dengan mahar dalam Islam) yang 
sekarang disimbolkan dengan sejumlah uang rella‟ (yakni rial, mata uang portugis 
yang sebelumnya berlaku, antara lain di Malaka). Rella‟ ditetapkan sesuai status 
perempuan dan akan menjadi hak miliknya. Kedua, doi‟ menre‟ (secara harfiah 
berarti „uang naik‟) adalah “uang antaran” pihak pria kepada keluarga perempuan  
untuk digunakan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Besarnya doi‟ menre‟ 
ditentukan oleh keluarga dari pihak perempuan. Selain itu ditambah pula lise‟ 
kawing (hadiah perkawinan). 
                                                             
5Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu dkk, Manusia Bugis 
(Jakarta: Nalar, 2006), h. 180-181. 
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Tradisi Manre Dewata pada pernikahan Adat Bugis telah ada sejak dulu 
kala, tepatnya pada saat adanya Kerajaan Bugis. Tradisi ini telah dilakukan oleh 
Raja-raja Bugis terdahulu setiap kali ingin melangsungkan suatu pernikahan, dan 
tradisi inilah yang tidak luput untuk selalu dikerjakan dalam ritual pernikahan adat 
bugis tersebut. Para raja-raja terdahulu atau tau riolo yang artinya “orang 
terdahulu” sangat meyakini tradisi Manre Dewata ini dapat menjadi tolak bala‟ 
pada pernikahan yang akan dilangsungkan. Tradisi Manre Dewata dilakukan pada 
saat Tudang penni (malam hari) yang mana dilakukan setelah melakukan salah 
satu rangkaian ritual pada pernikahan adat bugis yaitu Mappacci. Calon pengantin 
akan dibawa masuk kedalam kamar yang telah disiapkan sebuah makanan dalam 
satu baki di atas ranjang yang mana dari baki tersebut terdapat Sokko, telur, loka 
panasa, dan masih banyak lagi. Bukan tanpa alasan mengapa makanan-makanan 
tersebut lah yang disiapkan untuk di makankan untuk calon pengantin. 
Adapun wawancara salah satu tokoh masyarakat yang berdomisili di 
Kecamtan Dua Pitue, yaitu Hj. Sanda menjelaskan: 
“Iyero yaseng e manre dewata naseng e tau rioloe ade‟ memeng mi, 
mappanre dewata ni  rekeng ipakkioloi. Iyero manre dewata e pada laona 
ko makkokkoe ajo-ajo . Le ibburengi sokko, ipanreni kenna na dewata e, 
ipanrei dewatana makkunrai e na uruwane e, bettuanna ipessiseng 
dewatana makkunrai e na uruane e. Na iyyanaro lepakkiade‟ engkana 
sokko lepetettong, engka pakkanreang na. iyero sokkoe engka itella sokko 
petang rupa. Bolong, cella, ridi, na pute. Iyero bettuannasokko bolong e 
tanah, iyero cella e api, pute e wae, warna ridi e anging iyana sebagai 
pappaccekke‟ na ade‟ e. Jadi epetettongi iyero sokkoe. olona rekeng 
iterinni tello dua lebo‟ na iyero sokko e dua tellona, mata esso na 
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matauleng. Iyero tello e dua e letaro okko coppo‟ na sokko petangrupae 
iya purae nangnge‟ ipatettong ipakkajuang duai ri coppona sokkoe.”6 
Artinya : Menurut tau riolo atau orang dulu Manre Dewata memang sudah 
ada sebagai tradisi dalam adat pernikahan bugis. Manre Dewata ini jika di 
umpamakan bahwa memberikan makan kepada dewata e atau 
bayangannya manusia yang tidak terlihat atau nampak oleh mata. Dan 
dibutkanlah makanan berupa sokkoatau beras ketan untuk di berikan 
kepada  Dewatana calon pengantin. Tujuan dari Manre Dewata  adalah 
untuk memperkenalkan dan menyatukan Dewata dari calon pengantin 
perempuan dan Dewata  dari calon pengantin laki-laki. Dan karenanya 
disiapkanlah sokko dan lauk lainnya. Sokko tersebut di bentuk menjadi 
seperti bentuk piramid yang disusun dengan rapi, dari sokko tadi terdiri 
dari beberapa warna yang disiapkan oleh Sanro atau biasa dikenal dengan 
dukun bugis. Sokko tersebut ada empat warna di antaranya ada warna 
merah, kuning, hitam dan juga warna putih. Warna dari sokko-sokko 
tersebut memiliki makna dari setiap warnanya, dari warna merah memilik 
arti api, putih memiliki arti air, kuning memiliki arti angin, serta hitam 
memiliki arti tanah. Dan setelah sokko tadi telah dibentuk seperti piramid 
maka disimpanlah dua telur ayam di atasnya. Yang mana dari kedua telur 
ayam tersebut memiliki makna yaitu mataesso na matauleng (Matahari 
dan Bulan).7 
Selanjutnya beliau menambahkan: 
Selainna iyero sokko petangrupae sibawa tello engka to lepassadiagi 
pakkanreang lainge. Maddupa-dupang pakkanreang na, engka nasu 
bembe‟, nasu saping, bette bale. Tapi iyamiro sokko e nangnge sibawa 
tello e pokok. Iyaro pakkanreang lainge de‟ to gaga artinna atau 
bettuanna. 
Artinya: Selain sokko empat rupa tadi dan dua telur, terdapat juga lauk lain 
yang disiapkan, diantaranya berupa ikan goreng, daging sapi dan daging 
kambing yang telah di olah untuk bisa langsung dimakan. Tetapi tetap saja 
yang jadi pokok dari makanan untuk Manre Dewata hanya sokko empat 
rupa tadi dan dua telur yang disimpan di atas sokko. Lauk tersebut hanya 
menjadi pelengkap saja. 
Dari setiap makanan tersebut memiliki makna atau simbol, contohnya 
Sokko, sokko ini menurut Tau Riolo disiapkan dari berbagai warna diantaranya 
ada warna Merah, Hitam, Putih, dan juga Kuning.  Sokko yang berwarna merah 
                                                             
6 Hasil wawancara dengan Hj. Sanda(68 tahun), Tokoh Adat (pada tanggal 16 Desember 
2018) 
7 Arti bebas (menurut penulis) 
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berarti Api, hitam berarti Tanah, putih berarti Air, dan Kuning berarti Angin. 
Selain Sokko tadi terdapat pula telur, yang mana disiapkan dua butir telur yang 
akan di simpan di atas Sokko yang telah dibentuk seperti bentuk piramid telur 
tersebut akan disimpan di atas Sokko yang telah disusun rapitersebut. Makna dari 
ke dua butir telur tersebut adalah Mataesso na Matauleng (Matahari dan Bulan).  
Adapun beliau menjelaskan proses tradisi  Manre Dewata, yaitu: 
“Jadi iyenaro pura epassadia maneng, itaroni riase‟ na ranjang e, na 
lepanreni. E niakeng panrai dewatana uruwane e na dewatana makkunrai 
e (iyanaro nangnge iyaseng e ajo2 atau bayangan  na uruane e na 
makkunrai e) jadi tujuan lainna mappanre dewata e biasanna engka 
makkunrai matojo-tojo narekko lepanre dewatani biasa malemmani 
botting makkunrai e okko botting uruwane e narekko purani lepnre 
dewata. Bettuanna lepanre dewata e, lepasiame‟ (lepassiddi i) dewata 
makkunrae e na uruwae e. Nannia pentinge iyana ritulejamai iye manre 
dewatae ri tudang penni, purana mappacci tau e. De‟lejaimai manre 
dewatae Sebelumna tudang mappacci tau e. Iyena manre dewata e ritual 
terakhir sebelumna acara pernikahan e ritimpa‟ na mata esso e.”8 
Artinya : Jadi setelah mempersiapkan semua makanan untuk Manre 
Dewata tersebut, maka makanan yang telah disiapkan ditaruh di atas 
ranjang, dan adapun tujuan lain dari melakukan atau melaksanakan Manre 
Dewata ini adalah jika calon mempelai ada yang sedikit keras (egonya) 
maka dengan mappanre dewata setelahnnya akan melembut. Dan arti dai 
Manre Dewata juga untuk menyatukan Dewata calon pengantin laki-laki 
dengan Dewata calon pengantin perempuan. Dan yang terpenting adalah 
tradisi Manre Dewata ini dilakukan pada saat tudang penni(malam hari), 
setelah melangsungkan acara Mappacci‟. Manre Dewata tidak dapat di 
kerjakan sebelum melangsungkan Mappacci‟ terlebih dulu, karena Manre 
Dewata adalah tradisi atau ritual terakhir yang dilakukan pada malam hari 
sebelum pernikahan dilaksanakan ke esokan harinya.9 
“Baca-baca lebacangi iyero sebelumna lepanre calong botting e iyanaritu 
e niakeng i untuk panre dewatana makkunrai e na uruwane e( 
uneakengngi pasiame‟ i dewatana makkunraie na dewatana uruwane e) , 
nappa lebacanni bimillah, al fatihah, nappa ayatul kursi ekka tellu nappa 
                                                             
8 Hasil wawancara dengan Hj. Sanda(68 tahun), Tokoh Adat (pada tanggal 16 Desember 
2018) 
 
9 Arti bebas (menurut penulis) 
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ipaddenrengenni manu‟ mallubeneang wekka tellu iyero calong botting e, 
yakkelorengi naseng tau rioloe empekke‟ manu‟ (makanja leita botting e). 
Purana ipaddenrengeng manu‟ itimpuni sokko na tello botting e ri sanro 
e. Jadi iyero nangnge purana na mappanre dewatat iyereanni nangnge 
iyero sanro e sokko na tello e na bawai lisu lao bolana, lepassalang 
memengni khusus untuk sanro e. Engka memeng lepassadia dua baki‟ 
siddi untuk sanro e iya purae lebukku daung otti, siddi baki‟ untuk melo e 
lepanreang botting e.10  
Artinya : Adapun baca-baca yang akan dibacakan pada saat akan 
melangsungkan tradisi Manre Dewata adalah dengan diawali dengan niat ( 
uneakengngi pasiame‟ i dewatana makkunraie na dewatana uruwane 
e)yang artinya saya niatkan untuk menyatukan Dewatanya calon pengantin 
perempuan dan Dewatanya calon pengantin laki-laki, lalu dibacakan 
bismillah, al-fatihah dan yang terakhir membacakan ayat kursi sebanyak 
tiga kali. Setelahnya barulah sanro akan memberikan sepasang ayam yaitu 
ayam jantan dan ayam betina, untuk diputar di atas kepala calon 
pengantin. Yang mana tujuan dari melakukan hal tersebut menurut 
kepercayaan tau riolo agar pengantin akan empekke‟ manu‟atau terlihat 
bagus dilihat. Dan setelah ayam tersebut telah diputar di atas kepala calon 
pengantin, barulah sanroakan menyuapkan sokko dan telur tadi kepada 
calon pengantin. Setelah tradisi Manre Dewata tadi telah dilakukan maka, 
sanro akan diberikan sokko serta telur tadi untuk dibawa pulang 
kerumahnya, yang sebenarnya telah disiapkan memang dua baki‟ atau 
nampan berisi makanan beserta lauknya. Satu baki‟  khusus diberikan 
untuk sanro yang telah dibungkus dengan daun pisang dan satu baki‟ 
memang untuk dimakankan kepada calon pengantin. 11 
“Jadi iyatu idi‟ ogie memeng mappanre dewata nasaba‟ raja ogie riolo 
mappanre dewata memeng i. Pammulanna memeng idi‟ keturunan ogie  
mappanre dewata, iyami tau de‟ nappanre dewata tau mabiasa e mi pada 
rekenna tau degaga to matoanna atau de‟ nannessa sumpulolona. Iyena 
mappanre dewata e lettu makkokkoe lejama mopi, De‟ na riulle selai wi 
iyewe ade‟ e. Nasaba yeko leselai iyewe mappanre dewatae, e enka metu‟ 
bala ri wettu bottingngenge‟. 
Artinya : Jadi memang pada dasarnya keturunan bugis melakukan Manre 
Dewata, karena raja-raja bugis terdahulu-pun  melaksanakan tradisi ini 
sebagai salah satu ritual sebelum melakukan adat pernikahan. Adapun 
yang tidak melakukan tradisi Manre Dewata ini adalah orang-orang yang 
biasa saja yaitu seperti orang yang tidak jelas keturunannya bahwa dia 
adalah keturunan asli bugis. Dan Manre Dewata ini dikerjakan atau 
dilakukan sampai saat ini, dan sebagian besar orang sudah tidak bisa 
                                                             
10  Hasil wawancara dengan Hj. Sanda (68 tahun), Tokoh Adat  (pada tanggal 16 
Desember 2018) 
11 Arti bebas ( menurut penulis ) 
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meninggalkan tradisi ini dalam setiap ritual pernikahan yang akan 
dilaksanakannya. Karena mereka meyakini jika tidak mengerjakan tradisi 
ini maka pada saat  pesta pernikahan akan berlangsung nanti terjadi 
musibah atau sesuatu yang tidak diinginkan. 
C. Pandangan Masyarakat Islam terhadap Tradisi Manre Dewata pada 
Pernikahan Adat Bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap 
Pandangan masyarakat Islam terhadap tradisi Manre Dewata dalam 
perkawinan adat Bugis di Kecamatan Dua Pitue. Tujuan utama dilakukannya 
pernikahan untuk mencapai pengakuan sah seorang melakukan hubungan suami 
isteri agar mendapat keturunan. Terjadinya suatu akad akan mengakibatkan 
kehalalan bergaul antara suami isteri dan akibat hukum lain yang ditimbulkan 
oleh akad nikah. Erat kaitannya dengan hal ini, dalam sebuah tatanan 
kemasyarakatan berlaku sebuah tradisi dalam perkawinan, yaitu Manre Dewata. 
Dalam paparan ini akan dijelaskan mengenai pandangan masyarakat terhadap 
tardisi Manre Dewata dalam pernikahan. 
Sebenarnya pada awalnya dalam menjalankan tradisi Manre Dewata 
hanya dapat dijalankan oleh kalangan tertentu saja, seperti misalnya tradisi ini 
hanya berlaku pada kalangan berdarah biru, keturunan raja saja. Namun seiring 
dengan berjalannya waktu dan di era modern seperti saat ini, telah banyak orang 
yang tidak memperhatikan hal tersebut lagi dan peraturan tersebut tidak berlaku 
lagi pada kalangan masyarakat, dan pada akhirnya tradisi Manre Dewata ini pun 
berlaku umum di semua kalangan masyarakat Bugis tanpa memandang latar 
belakang seseorang lagi , sebagaimana keterangan yang diperoleh oleh peneliti. 
tradisi ini pun dapat dilihat hampir disetiap pernikahan bugis.  
Menuru‟ ada‟na tau ogie okko mai sitonge‟-tongenna rituruti iyaro ada‟e 
nannia‟ wassele‟namadeceng lanre iyanaro lebbi mappadeceng 
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hubunganna lakkainna lokka ri bainena madeceng makko to keluargana, 
na iyana re ade‟e sitonge‟-tongenna dipigau‟ iyamanenna masyaraka‟e 
tau biasae makkoto tau sugi‟e.12  
 
Artinya: Pemberlakuan tradisi ini pada semua kalangan, baik kalangan 
orang biasa ataupun bangsawan, menggambarkan penerimaan masyarakat 
untuk menjalankannya dengan alasan agar kedua belah pihak menjalin 
tali-temali perkawinan, dan pengakuan kedua belah pihak tidak salah 
memilih pasangan hidup yang akan dibina dalam rumah tangga.13 
 
iyatosi pendapa‟na taue okko mai de‟nuaullei elangsungkan perkawinan e 
sebelumna ijamai iyewe ade‟e, nasaba iyasengngi de‟pa na lengka‟ iyaro 
ada‟ ada‟ e ijama sebelumna esso abottingeng.14   
   
Artinya: Menurut orang sini, pesta perkawinan tidak dapat dilangsungkan, 
sebelum mengerjakan tradisi ini. Karena segala ritual ritual atau tradisi 
yang ada dalam pernikahan belum lengkap tanpa melaksanakan tradisi ini 
sebelum melaksanakan perkawinan. 15 
 
Keterangan di atas menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pesta 
perkawinan harus dengan melaksanakan tradisi Manre Dewata tersebut 
dikarenakan, menurut masyarakat jika tidak melaksanakan sama saja bahwa 
tradisi atau ritual-ritual yang di kerjakan dalam pernikahan adat bugis selama ini 
tidak lengkap, tanpa mengerjakan tradisi tersebut. 
Namo pura maneng najamai iyaro ada‟ ada‟, tapi narekko de‟na najamai 
iyawe ada‟ e siddi e tette moi iyaseng de‟pa na lengka‟ iyaro ada‟ ijama 
sebelum esso abottingeng e atau ri esso annikang e. Naiya mua laijamai 
iyewe ade‟ e supaya degaga metu agaga maja‟ terjadi maddimonrinna. 
Pada to rekenne laijama i iyawe ade‟ e supaya mancaji attulang balang. 
Sibawa iyelorengi bottinge tuo sipakario rio linona lettu ahera‟.16 
                                                             
12Hasil wawancara dengan Fatimang (52 tahun), Masyarakat  (pada tanggal 19 Desember 
2018) 
13Arti bebas (menurut penulis)  
14 Hasil wawancara dengan Inanna (60 tahun), Masyarakat (pada tanggal 18 Desember 
2018) 
15Arti bebas (menurut penulis)  
16
 Hasil wawancara dengan Isennang (52 tahun), Masyarakat (pada tanggal 19 Desember 
2018) 
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Artinya: Sekalipun semua tradisi dan ritual dalam pernikahan dikerjakan 
tetapi belum melaksanakan tradisi Manre Dewata ini sama saja bahwa 
tradisi dan ritual tersebut belum sepenuhnya lengkap untuk melaksanakan 
perkawinan, bukan tanpa alasan mengapa tradisi ini dilakukan agar supaya 
dikemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak 
akan terjadi hal-hal buruk pada saat melangsungkan pesta perkawinan 
nanti. Atau kadang disebut sebagai tolak bala‟, dan juga diharapkan agar 
pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, 
warahmah dunia-akhirat.17 
 
Pemahaman masyarakat mengenai tradisi Manre Dewata banyak 
membawa nilai positif, di antaranya telah disebutkan sebelumnya bahwa 
faedahnya adalah dengan mengerjakan tradisi tersebut maka pernikahan dari calon 
pengantin yang mengerjakan tradisi tersebut nantinya akan menjadi keluarga yang 
harmonis serta dengan melaksanakan tradisi tersebut semua hal-hal buruk yang 
akan terjadi pada saat pernikahan dilangsungkan tidak akan terjadi. 
Kesadaran masyarakat untuk menjalankan tradisi Manre Dewata 
memberikan indikasi bahwa mereka benar-benar mentaati tradisi ini. Ketika 
melanggar satu tradisi sudah barang tentu mendapat sanksi, pemberi sanksi 
terhadap orang yang melanggar memiliki variasi antara daerah satu dengan yang 
lain, adapun sanksi yang diterima bagi yang melanggar tradisi ini, sebagaimana 
keterangan di bawah ini: 
Maga naseng dijalankan iya ro ada‟e, nasaba‟ nakko de‟ diccoeri naseng 
tau okko mai narusai iyaro kehormatanna, nakki melanggarnimadduntu‟ni 
siri wedding to…masiri‟ siri massu‟ pole ribolana.18 
 
                                                             
17Arti bebas (menurut penulis)  
18
 Hasil wawancara dengan Isennang (52 tahun), Masyarakat (pada tanggal 19 Desember 
2018) 
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Artinya: Menurut informan tradisi ini ditaati karena manakala tidak 
dijalankan kehormatan sebuah keluarga akan runtuh, jika dilanggar maka 
ia akan mendapat rasa malu.19 
 
 Berbeda dengan keterangan informan yang ada di bawah ini:  
 
De‟gaga pengaru maloppo rialenna iya re ada‟e. ri lalenna agamae de‟na 
patentuangngi taue adecengeng pole ri ada‟e. engka to jalanna 
napitangnge umma‟e tega pikkoga na madeceng hubungangnge lokka ri 
lakkai na bainewe, makko to ri decengenna atuongnge matu‟ nakko purani 
taue botting.20 
 
Artinya: Tidak ada pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh tradisi 
ini dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam ajaran agama tidak tersurat 
akan kebaikan dari tradisi semacam ini. Ada tata cara dalam agama 
mengajarkan kepada ummat bagaimana agar hubungan berjalan dengan 
baik kepada suami-istri, demikian juga kehidupan setelah menikah.21 
 
Meskipun mayoritas masyarakat memberikan nilai positif terhadap 
tardisi Manre Dewata, ada sebagian yang tidak menjalankannya. 
Sebagaimana data yang peneliti peroleh. 
Iya ro tau rioloe de‟na elo na ilai iyaro tradisina iyana ro elo diruba, 
iyaro naseng iyawe tradisi e pada mua iyaseng yako agaga purani 
ma‟dara daging rilalengna rialeta idi tau ogie, naiyana riwettu bottingku 
de‟na umelo jamai iyawe tradisi e, tapi maega siji‟ku tentangi iyaro 
pendapa‟ku sedangkang. De‟ga mua rilaleng aqorange sibawa haddese‟ e 
makkada de‟ na ullai narekko de‟ laijamai iyawe tradisi e. Naiya na mega 
lakukangngi abiasangenna iya ro, najagai kehormatanna nasaba‟ masiri‟i 
nakko rilanggar‟i.22 
 
Artinya: Orang dulu tidak mau meninggalkan tradisinya, padahal itu harus 
diubah, mereka memandang bahwa tradisi yang telah mereka laksanakan 
selama ini telah mendara daging bagi mereka orang bugis, adapun di 
                                                             
19 Arti bebas (menurut penulis) 
20 Hasil wawancara dengan H. Akbar (62 tahun), Tokoh Agama (pada tanggal 18 
Desember 2018) 
21 Arti bebas (menurut penulis) 
22
 Hasil wawancara dengan Abidin (38 tahun), Tokoh Agama (pada tanggal 19 Desember 
2018) 
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waktu pernikahan saya. Saya tidak ingin menjalankan tradisi ini, karena 
saya berpikir bahwa hal ini sebenarnya tidaklah masuk dalam syarat sah 
untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak terdapat pula di dalam Al-
qur‟an maupun dalam hadits bahwa harus melaksanakan tradisi ini. 
Mengapa sampai mereka menjalankan tradisi ini dengan kokoh, karena 
anggapan masyarakat bahwa mereka menjaga kehormatan keluarga 
mereka dengan masih mempertahankan tradisi ini.23 
 
Iyawe ada‟ e sitongeng- tongengna namu iya de‟ laijamai de‟ na 
marigaga, nasaba de‟ nattama rilaleng syara‟ syara‟ rilaleng perkawinan 
selleng e, nasaba iya agaga e. ada‟ tradisi mi. De‟na pengaruhi iyero sah 
garo de‟na perkawinan e narekko menuru‟na selleng e. Tapi naiya tau 
natepperi iyawe ada‟ e, de‟na cocok nasalai wi iyawe ade‟ e na, nannia 
de‟na cocok lai langsungkan perkawinan e sebelumna laijamai iyawe ada‟ 
e.
24
 
 
Artinya: Sebetulnya tadisi ini tidak mengapa jika tidak dikerjakan. Jika kita 
melihat dari kacamata islam, karena tradisi ini sendiri tidak masuk dalam 
syarat-syarat yang ada di dalam perkawinan islam. Karena hal ini hanyalah 
sekedar tradisi. Dan tidak akan berpengaruh apapun pada perkawinan 
menurut kacamata islam, tetapi jika melihat pandangan dari masyarakat atau 
orang-orang yang masih sangat menganut tradisi, serta adat istiadat dalam 
perkawinan maka, mereka akan berpandangan bahwa hal tersebut tidak akan 
baik jika ditinggalkan dan tidak di kerjakan. Dan juga perkawinan tidak 
dapat di laksanakan sebelum melaksanakan tradisi ini sendiri.25 
 
Keterangan yang diperoleh dari informan memberikan kejelasan bahwa 
berlakunya sebuah tradisi dalam masyarakat Islam Bugis yaitu tradisi Manre 
Dewata dijalankan mayoritas masyarakat dan yang tidak menjalankannya adalah 
kaum minoritas yaitu yang sepaham dengan salah satu kelompok di daerah sini. 
Mengingat masyarakat Kecamatan Dua Pitue mayoritas memegangi tradisi 
yang berlaku di lingkup wilayah Dua Pitue, namun tidak bisa dinafikkan ada 
                                                             
23Arti bebas (menurut penulis)  
24 Hasil wawancara dengan Sabir (47 tahun), Tokoh Agama (pada tanggal 19 Desember 
2018) 
25Arti bebas (menurut penulis)  
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golongan lain yang tidak menghendaki pemberlakuan tradisi. Pro kontra antara 
masyarakat mengenai pemberlakuan tradisi Manre Dewata banyak dipengaruhi 
oleh latar belakang aliran di mana mereka berkecimpun. Dalam hal tingkat 
pendidikan tidak menjadi hal utama dalam pro kontra ini, dari sektor pendidikan 
tergantung latar belakang pendidikan mereka, berkecimpun pada pendidikan yang 
berbasisi salafi atau berbasis pada pendidikan salaf. 
Dan juga tradisi ini jika dilanggar sudah pasti mendapat sanksi menurut 
kesepakatan masyarakat setempat. Adapun sanksi jika melanggar tradisi ini adalah 
subjeknya akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar terlebih lagi oleh keluarganya, 
karena masyarakat memandang bahwa, dengan tidak menjalankan tradisi ini maka 
akan membuat malu dan juga dapat meruntuhkan kehormatan keluarga dari kedua 
belah pihak. Masyarakat Islam Salafi terkenal dengan ketidak setujuan mereka 
terhadap tradisi juga menjadi omongan setempat. Masyarakat sekitar memahami 
akan paham kesalafian mereka sehingga mereka hanya menjadi bahan omongan 
masyarakat sekitar, tanpa dikucilkan. 
Dari paparan di atas memberikan kejelasan bahwa mayoritas masyarakat 
masih menerima memberlakukan tradisi Manre Dewata, hal ini dapat dipahami 
dari beberapa keterangan informan yang berindikasi kepada kesepakatan mereka 
untuk menjalankan tradisi tersebut. Melihat tradisi yang berjalan di masyarakat, 
rupanya tidak masuk ke dalam rukun dan syarat perkawinan yang terdapat dalam 
hukum Islam. Namun bila diselaraskan dengan keterbukaan Islam dalam 
menghadapi kondisi sosial yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah 
diterangkan, bahwa Islam memberikan ruang luas untuk menghadapi situasi sosial 
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yang berjalan. Namun masyarakat menganggap bahwa efektifitas pencapaian 
tujuan perkawinan akan makasimal dengan melakukan Manre Dewata. Tradisi ini 
merupakan implementasi nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat Bugis. 
Islam telah memberikan ruang yang luas untuk menjalankan tradisi, selama tradisi 
di masyarakat tidak membawa kemudharatan yang imbasnya ke masyarakat itu 
sendiri. Tradisi atau urf dalam Islam memberikan batasan tertentu yang layak 
dijalankan dan yang tidak layak dijalankan sehingga pembagiannya ada dua yaitu 
urf al-shahih dan urf al-fasid . tradisi yang dalam bahasan ini adalah tradisi yang 
dijalankan secara kolektif. 
Dengan melihat al-„urf sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa 
diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau 
perbuatan. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, maka al-„urf ada dua 
macam yaitu: 
1. Al-„Urf al-Sahih (yang baik), ialah yang telah diterima oleh masyarakat 
secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat membawa 
kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi 
nash al-quran dan as-sunnah. 
2. Al-„Urf al-Fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan 
dengan nash al-Quran dan as-sunnah serta kaidah-kaidah agama, 
bertentangan dengan dan tidak diterima oleh akal sehat, mendatangkan 
mudharat dan menghilangkan kemaslahatan. 
  Tradisi Manre Dewata ini termasuk dalam kategori tradisi yang bisa 
dipertahankan, karena yang ingin dicapai oleh masyarakat juga tertera dalam 
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ajaran agama Islam, namun yang berbeda hanya proses menuju pencapaian 
tujuan perkawinan. Jika dilihat dari nilai positif yang ditimbulkan oleh tradisi ini 
telah dapat ditolerir keberadaannya dan melaksanakannya. Terlebih lagi bila 
kembali kepada kaidah fiqh yang maksudnya “adat kebiasaan dapat dijadikan 
dasar (pertimbangan) hukum”. Kaidah ini memberikan toleransi untuk 
menjalankan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Islam, selama tidak masuk 
dalam kategori „urf alfasid.      
Berbicara tentang adat yang hidup didalam masyarakat tidaklah selalu 
tentang hal yang bernilai negatif melainkan sangat banyak hal positif yang bisa 
di petik, dan masalah pelaksanaan adat didalam masyarakat islam bukanlah 
sesuatu yang harus ditinggalkan atau dihapuskan tetapi  harus dipertahankan 
selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar kebaikan dalam 
mengimplementasikan adat atau „urf  didalam Islam, sebagaimana disebutkan 
dalam hadist Nabi: 
انٌ يِّ فَ ا لْ فَ فَ ا فَ فَ ا نٌ فَ فَ الِ اللَّهِ افَ لْ لِ ا فَ مُ فَ ا نً فَ فَ ا فَو مُ لِ لْ مُ لْا ا فَ فَ ا فَ فَ  
Artinya : 
“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan 
Allah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam 
pandangan Allah pun buruk”26 
 
Berdasarkan hadist diatas, penulis merasa bahwa selama kebiasaan yang 
ada dalam masyarakat tidak menimbulkan sebuah kerusakan, maka dapat 
dilakukan. Yang sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan: 
الِ اللَّهِ 
لْاا لِ ا نٌ لِ ا فَ ا لِ ا لْ مُ لْا لِ ا مُ لِ ا اللَّهِلاافَ  
                                                             
26 H.M.Athoillah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), (Cet.I; Bandung: 
Yrama Widya,2013), h.71. 
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Artinya : 
“Yang ditetapkan atas dasar „urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash. 
D.  Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Manre Dewata pada pernikahan 
Adat Bugis di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap 
 
Pada umumnya setiap lingkungan yang sudah dimasuki ajaran Islam sudah 
terdapat norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan dengan 
hukum Islam meskipun dalam bentuk yang tidak tertulis yang disebut adat. Adat 
secara bahasa berarti kebiasaan dan secara syar‟i diartikan dengan apa yang sudah 
dikenal dan dipraktekkan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau 
meninggalkan sesuatu perbuatan. 
Patokan yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan adat adalah ukuran 
maslahah mursalah. Maslahah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang 
mendatangkan manfaat bagi kehidupaan ummat. Sesuatu baik apabila 
mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu 
terdapat unsur mudharat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan 
maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak. 
Apabila merujuk pada kontek sejarah masa silam, pada saat terjadinya proses 
asimilasi nilai-nilai hukum Islam yang dibawa oleh nabi sebagai pengembangan 
propetion mission, dari Allah swt dengan sosiokultural, tradisi dan adat 
masyarakat arab masa itu, terdapat beberapa nilai maslahah, adat Arab sebelum 
Islam datang dan dapat di klasifikasi; 
1. Adat lama secara turun temurun diterima oleh hukum Islam dan untuk 
selanjutnya menjadikan hukum Islam. Hal ini berlaku terhadap norma adat 
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yang menurut pandangan agama Islam adalah baik prinsip maupun 
pelaksanaanya. 
2. Adat yang diterima agama dengan jalan persesuaian dalam arti tidak lagi 
dalam bentuknya yang asli. Hal ini berlaku terhadap norma adat yang 
dianggap baik tetapi dalam penerapannya tidak baik.    
3. Adat lama ditolak oleh agama dengan arti adat lama harus ditinggalkan 
oleh orang-orang yang sudah menyalahi norma-norma agama. 
Dalam menghadapi adat kebiasaan yang berlangsung seperti dalam 
pengelompokan yang sudah disebut di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh 
oleh hukum Islam sebagai berikut.  
1. Hukum Islam mengakui adat dan berlaku untuk seterusnya dengan artian 
bahwa   pembuktian hukum Islam memberlakukan suatu hukum untuk  
2. Hukum Islam dalam bentuk wahyu ilahi atau lisan nabi menerima adat 
dan lembaga lama dari segi prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya 
disesuaikan dengan hukum Islam. 
3. Dalam menghadapi perbedaan prinsip yang berbeda maka prinsip baru 
yaitu ajaran Islam harus dinamakan pelaksanaanya. Bila kemudian 
memungkinkan maka prinsip adat bisa dijalankan. 
4. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat. Dalam hal-hal yang 
menyatakan baik maupun pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran 
Islam. 
5. Terhadap adat kebiasaan yang belum diresepsi oleh hukum Islam dengan 
cara-cara yang dilakukan di atas dan tidak ada keterangan yang pasti 
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tentang  penghapusannya maka dalam ini Islam tidak memformulasikan 
dan menyerahkan pada pandangan manusia. Dalam menghadapi prinsip 
yang kelima ini, adat kebiasaan yang belum jelas kedudukannya maslahat 
yang harus dijadikan dasar pemikiran, artinya suatu kebiasaan yang 
sudah berlaku sebelum datangnya Islam atau terjadi dan dibiasakan 
kemudian, selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma 
umum ajaran Islam, pada dasarnya tetap berlaku untuk seterusnya.  
Dari uraian di atas di antara lima persentuhan dan perpaduan antara adat 
dan agama, maka Tradisi Manre Dewata dalam perkawinan adat bugis termasuk 
pada bagian ke lima karena nash. Oleh karena itu Tradisi Manre Dewata 
merupakan adat yang sudah dibiasakan sehingga berlaku kaidah fiqh: al-Adah 
Mukhakkamah.  
  Tradisi Manre Dewata  tersebut telah diberlakukan secara turun temurun 
oleh masyarakat bugis di Kecamatan Dua Pitue, berdasarkan wawancara 
penyusun dengan tokoh-tokoh masyarakat diperoleh keterangan bahwa 
perkawinan yang  dilakukan selalu berlaku sesuai dengan adat yang berlaku di 
Kecamatan Dua Pitue termasuk Tradisi Manre Dewata.  
 Pelaksanaan adat istiadat tersebut tidak terlepas dari manfaat dan mudharat 
yang ditimbulkan. Dengan demikian pertimbangan maslahah tidak bisa di 
tinggalkan di dalam melihat sesuatu persoalan. Maslahah yaitu, sesuatu yang tidak 
disyari‟atkan oleh syar‟i untuk mewujudkannnya dan tidak ada dalil yang 
menunjukkan atas penerimaan dan penolakannya. 
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  Dalam pandangan hukum Islam, Tradisi Manre Dewata dipandang sebagai 
tradisi yang mempunyai status hukum mubah (boleh) oleh karena statusnya yang 
mubah maka penerapan Tradisi Manre Dewata di Kecamatan Dua Pitue dapat 
dibenarkan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  paparan  data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan 
maka peneliti menarik beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu: 
1. Pandangan masyarakat Islam yang terbuka untuk melaksanakan tradisi, 
masyarakat ini sama dengan  masyarakat NU yang ada di Sulawesi Selatan, 
beranggapan bahwa pelaksanaan tradisi Manre Dewata banyak membawa 
manfaat dalam  menyongsong hidup baru. Masyarakat memandang 
pernikahan bukanlah hal yang temporal akan tetapi suatu jalinan yang tidak 
berhujung atau jalinan yang tetap harus dijaga keberlangsungannya. Berbagai 
pandangan di atas merupakan alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan 
tradisi tersebut. Berbagai tujuan di atas selaras dengan yang dicita-citakan 
oleh Islam, terlebih lagi sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai dasar 
pertimbangan hukum. Pandangan masyarakat Islam Salafi memahami tradisi 
ini sebagai sebuah pembentukan norma-norma yang tidak sesuai dengan 
ajaran agama Islam atau hal ini tidak pernah dijalankan semasa Nabi saw, dan 
semasa Sahabatnya. Menurutnya tradisi ini jauh dari ketentuan ajaran agama 
Islam, sehingga tradisi ini harus ditinggalkan. Ketidak setujuan masyarakat 
dari berbagai pandangan mereka mengenai tradisi Manre Dewata dipengaruhi 
oleh basic awal mereka mengenal ajaran agama atau paham yang mereka 
geluti. 
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2. Tradisi Manre Dewata menurut masyarakat Islam yang menerima tradisi ini 
sangatlah berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga sehingga mayoritas 
masyarakat menaati tradisi Manre Dewata dengan alasan bahwa, faedah yang 
terdapat dalam tradisi Manre Dewata dapat membantu dalam keberlangsungan 
rumah tangga. Sedangkan masyarakat Islam Salafi menolak tradisi ini karena 
menurut mereka sama sekali tidak memberikan pengaruh positif terhadap 
kehidupan berumah tangga terlebih lagi Tradisi Manre Dewata tidak terdapat 
di dalam al-Quran dan Sunnah, sehingga tradisi-tradisi tersebut harus di 
tinggalkan, karena pada intinya  dalam ketentuan hukum Islam bila syarat dan 
rukun nikah telah terpenuhi maka sesorang sudah dapat melangsungkan 
perkawinan. 
3. Pertimbangan maslahah tidak bisa di tinggalkan di dalam melihat sesuatu 
persoalan. Maslahah yaitu, sesuatu yang tidak disyari’atkan oleh syar’i untuk 
mewujudkannnya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penerimaan dan 
penolakannya. Sesuatu baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap 
tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudharat, apabila kedua 
unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah 
unsur yang terbanyak.dalam pandangan hukum Islam, Tradisi Manre Dewata 
dipandang sebagai tradisi yang mempunyai status hukum mubah (boleh) oleh 
karena statusnya yang mubah maka penerapan Tradisi Manre Dewata di 
Kecamatan Dua Pitue dapat dibenarkan. 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Bagi masyarakat, hendaknya berupaya mempertahankan tradisi Manre 
Dewata sebagai salah satu jalan atau cara menghidupkan norma-norma 
keagamaan dan lebih memahami relasi antara ajaran agama dengan tradisi-
tradisi dalam perkawinan dan perkembangan sosial yang selalu berubah. 
2. Bagi tokoh masyarakat/tokoh adat dan tokoh agama, hendaknya lebih peka 
terhadap gejala-gejala sosial yang timbul dalam masyarakat mengenai 
tradisi-tradisi perkawinan yang berjalan di masyarakat agar masyarakat 
terarah dan terhindar dari penyimpangan ajaran agama.  
3. Bagi Fakultas Syari’ah dan kampus pada umumnya, hendaknya lebih 
intens melakuakan penelitian di bidang keagamaan agar menemukan 
jawaban atas tradisi-tradisi yang berjalan di dalam masyarakat khususnya 
mengenai tradisi-tradisi perkawinan dan informasi fenomena yang terjadi 
di dalam masyarakat tercover dalam dunia akademik. 
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 Wawancara dengan salah satu Tokoh Adat yang berada di Kecamatan Dua Pitue, yang bernama 
Hj. Sanda (68 tahun), wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Desember 2018.  
 
Foto prosesi tradisi Manre Dewata, pada saat sandro (dukun bugis) membaca-bacai calon 
pengantin yang berada di Kecamatan Dua Pitue. 
 Foto prosesi tradisi Manre Dewata, pada saat sanro (dukun bugis) menuyuapi calon pengantin.  
 
Wawancara dengan Masyarakat (perempuan) dan Tokoh Agama (laki-laki) yang berada di 
Kecamatan Dua Pitue, yang bernama Inanna (60 tahun) dan H. Akbar (62 tahun). Wawancara ini 
dilakukan pada tanggal 18 Desember 2018. 
 Foto prosesi tradisi Manre Dewata pada calon pengantin yang berada di Kecamatan Dua Pitue. 
 
 
Wawancara dengan Masyarakat yang berada di Kecamatan Dua Pitue, yang bernama Fatimang  
(sebelah kiri) berumur 58 tahun, dan Isennang (sebelah kanan) berumur 52 tahun. Wawancara ini 
dilakukan pada tanggal 19 Desember 2018. 
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